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ABSTRAK

Skripsi ini ditulis sebagai “Tinjaun Hukum Pidana Islam
Terhadap Sanksi Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui
Youtube Yang Menyebabkan Kerugian Konsumen (Putusan
Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)” yang bertujuan untuk
menjawab permasalahan yaitu dasar pertimbangan hakim pada
putusan nomor 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG terhadap sanksi pelaku
penyebaran berita bohong melalui youtube yang mengakibatkan
kerugian konsumen dan tinjauan hukum pidana islam terhadap
sanksi pelaku penyebaran berita bohong melalui youtube yang
mengakibatkan kerugian konsumen terhadap putusan nomor
1/Pid.Sus/2023/PT.BDG. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui sanksi pelaku penyebaran berita bohong serta
mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pelaku
penyebaran berita bohong melalui youtube yang menyebabkan
kerugian konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
melalui penelitian pustaka (library research) sumber data yang
digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian
yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan hakim pada
putusan nomor 1/Pid.Sus/2023/PT BDG yang sudah dijatuhkan
majelis hakim masih belum Bahwasanya terdakwa hanya dijatuhi
hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsider 6 (enam) bulan
kurungan. Namun penjara selama 8 tahun tersebut belum
memberikan rasa keadilan bagi para korban karena apa yang telah
di perbuat oleh terdakwa merugikan banyak orang, dan tidak
hanya itu saja perbuatannya yang mencuci aset dan harta demi
kepentingan pribadinya serta tidak mempertimbangkan secara
mendalam terkait tindakan pencucian uang hasil penipuan
tersebut. Sedangkan tinjauan hukum pidana Islam terhadap
pelaku penyebaran berita bohong melalui youtube yang
menyebabkan kerugian konsumen diklasifikasikan sebagai
jarimah ta’zir yang berupa hukuman kurungan atau denda.
Adapun pengaturan pelaksanaan sanksi ta zir tersebut diserahkan
kepada penguasa atau ulil amri di daerah tersebut dalam hal ini di
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Indonesia dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Penyebaran Berita Bohong, Kerugian Konsumen,
Sanksi



PEDOMAN TRANSLITERASI
Pola translite dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.
1. Konsonan :

Huruf Nama Penulisan
Huruf Kapital | Huruf Kecil
) Alif Tidak dilambangkan
< Ba B B
< Ta T T
& Tsa Ts Ts
d Jim J J
d Ha H )
d Kha Kh Kh
3 Dal D D
3 Dzal Dz Dz
J Ra R R
J Zai Z Z
o Sin S S
o Syin Sy Sy
e Shad Sh Sh
o Dhad DI DI
b Tha Th Th
5 Zha Zh Zh
& ‘Ain ¢ ¢
& Ghain Gh Gh
o Fa F F
] Qaf Q Q
4 Kaf K K
J Lam L L
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a Mim M M

¢ Nun N N

3 Waw W w

A Ha H H

& Hamzah & &

¢ Ya Y Y
2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal
bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal

rangkap (diftong).
a.Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat. Contoh :
Tanda Nama Latin Contoh
| Fathah A O
! Kasrah I Oe
i Dhammah U &)

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat
dan huruf. Contoh:

Tanda Nama Latin Contoh
- Fat/ah dan Ai s
ya
¥ Fathah dan Au J5
waw
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan
huruf dan simbol (tanda). Contoh :

Tanda Nama Latin | Contoh Ditulis
\la Fathah dan alif | A/a \&W | Mata/
= atau Fathah dan Rama

alif yang 2y
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menggunakan
huruf ya
> Kasrah dan ya 1 J2| Qila
5 | Dhamah dan Ul &4 | Yamitu
waw

4. Ta Marbuthah

Transliterasi untuk Ta Marbuthah dijelaskan sebagai

berikut :

a. Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah
dan dhammah maka transliterasinya adalah huruf ¢ :
b. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya

adalah huruf h:

Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata
sandang al serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta
Marbuthah itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :
Jib ¥ dajy) Raudhatul athfal
8 5kl Al Al-Madinah al-
Munawwarah
I[P ERAT Al-madrasah ad-diyah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan
menggandakan penulisan huruf yang bertanda

tersebut, misalnya:

dengan
syaddah

W Rabband
50 Al-birr
J5 Nazzala
(ol Al-hajj
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6. Kata Sandang al
a.Diikuti oleh huruf as-Syamsiyah, maka ditransliterasikan
dengan bunyinya, yaitu huruf [I] diganti dengan huruf

yang mengikutinya. Contoh:

Sued As-Sayyidu
Jas Ar-Rajulu
K] At-Tawwabu
Ol At-Tawwabu

b. Diikuti oleh huruf al-Qamariyah, maka
ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh :
BN Al-Jald |
culist) Al-Kitab
ol Al-badi’u
il Al-gamaru

Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata
yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti
huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan aposstrof. Namun
hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak
dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh :

G3aat Ta khuziina

$1245) As-Syuhada’
&l Umirtu
&l Umirtu




8. Kata
Setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf pada
dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang di
dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca
(dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan
dengan kata setelahnya.
Contoh :

Arab Semestinya Cara Transliterasi

S 132505 | Wa aufi al-kaila Wa auful-kaila

o) e &y | Wa lillahi ‘ald al- | Wa lillahi ‘alannds

nas
o Oo% Yadrusu £ al- Yadrusu fil-
Akl madrasah madrasah

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang
berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf
kapital ditulis untuk awal kalimat, awal nama dan awal nama
tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului
kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital
adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

Kedudukan Arab Transliterasi
Awal kalimat 4uli Gie (| Man ‘arafa nafsuha
Nama diri ¥l &aa Wy | Wa mda Muhammadun

Jms illd rasul
Nama tempat & i &e | Minal-Madinatil-
5555 Munawwarah
Nama bulan Uaa) ygd N | 1la syahri Ramadina
&
Nama diri 28 LAl cad | Zahaba as-Sydfi i
didahului al




Nama tempat
didahului al

FERNES

Raja’a min al-Makkah

10. Penulisan Kata Allah
Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital

apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah
berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau
harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak
menggunakan huruf kapital,

Contoh :
) Walldhu
& Ga Minalldhi
a2 Fillahi
& Lillghi
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hukum di masa yang akan datang. Aamiin, Ya Rabbal “alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
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Fatmawati Suhendi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi telekomunikasi pada zaman
sekarang semakin berkembang pesat dibandingkan dengan
sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut
telah mendorong pertumbuhan bisnis yang sangat pesat,
karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan
canggih dan mudah diperoleh’. Dengan berkembangnya
zaman, teknologi dan informasi semakin mudah untuk di
akses, sehingga menyebabkan perubahan pada pola hidup
masyarakat saat ini dalam berbagai aspek kehidupan yang
membuat adanya perbuatan hukum yang baru. Misalnya
dalam interaksi antar manusia, jika dulu interaksi antar
manusia dilakukan dengan cara bertemu secara langsung,
baik dengan mengunjungi kerumah secara langsung atau
bertemu di jalan dan lainnya. Di era teknologi yang canggih
dan cepat cara berinteraksi sangat mudah dengan
menggunakan media sosial contohnya, instagram, whatsapp,
twitter, dan facebook kita dapat mengetahui perkembangan
dari seluruh dunia. Akibat dari kemudahan akses informasi
tersebut, salah atau benar, bohong atau jujur, menjadi suatu
keadaan yang kurang di perhatikan ketika menyebarkan
berita. Hal tersebut dikarenakan perkembangan positif ilmu
pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan
aspek negatif yang melekat padanya yaitu dengan munculnya
kejahatan-kejahatan baru yang sangat kompleks disertai
dengan modus operandi yang baru sama sekali.

! Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), 250.
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Media sosial adalah sebuah platform yang
memberikan informasi dan berita, yang dapat memberikan
dampak negatif jika informasi dan berita disampaikan
mengandung unsur berita bohong atau tidak benar.? Sejalan
dengan arus informasi yang semakin cepat maka masyarakat
harus dituntut
semakin cermat dalam menerima dan mengolah informasi
yang didapat agar tidak termakan berita bohong atau hoaks.
Kata hoaks bermula dari “hocus pocus” merupakan bahasa
latin dari “hoc est corpus”, yang didefinisikan “ini adalah
tubuh” kata tersebut biasa dipakai oleh ahli magis untuk
mengatakan kebenaran terhadap suatu hal yang belum pasti
kebenarannya.

Hoaks juga sering beredar di berbagai platform media
sosial. Adapun hoaks adalah suatu berita bohong dengan
membohongi atau memengaruhi pendengar atau pembaca
agar membenarkan suatu sumber berita bohong®. Untuk itu
masyarakat juga perlu memverifikasi setiap berita dari sosial
media, dengan tujuan agar tidak mudah termakan berita
bohong yang bertebaran.

Kemudahan dan kebebasan untuk memperoleh
informasi dan berkomunikasi bagi masyarakat sudah
dirincikan dalam pasal 28F Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,

2 Hanik Chumairoh, “Ancaman Berita Bohong Di Tengah
Pandemi Covid-19”, (Skripsi, lain Kudus, 2020).

¥ Muhammad Arsad Nasution “Hoax Sebagai Bentuk Hudud
Menurut Hukum Islam”, Jurnal Yurisprudenti, lii, (2017), 17.
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mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

Sesuai dengan penjelasan pasal diatas, jadi masyarakat boleh
mengakses memperoleh serta meneruskan berita kepada
masyarakat lain untuk berbagi ilmu pengetahuan dan
wawasan, yang mana masyarakat saat ini haus akan berita
dan informasi. Media sosial memberikan kemerdekaan
seluas-luasnya bagi para pengguna untuk mengapresiasikan
dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, pendapatnya, atau
bahkan hanya kehidupan sehari-harinya.

Persoalan hukum yang saat ini sering terjadi adalah
saat penyampaian berita dan informas secara elektronik,
apakah berita yang disampaikan tersebut adalah benar
adanya dan dapat dibuktikan kebenaran nya atau hanya berita
bohong atau hoaks semata®. Terlebih lagi masyarakat awam
masih banyak yang belum bisa membedakan berita bohong
dan berita yang benar. Hal tersebut dikarenakan banyak
warga Indonesia yang belum memiliki pengetahuan dan
sumber daya yang cukup serta minimnya literasi. Dan oleh
sebab itu masyarakat atau orang yang membaca kemudian
megetahui suatu informasi atau berita langsung menelan
bulat-bulat informasi yang didapat. Data kemenkominfo
menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia
yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu®. Itu
menandakan bahwa perkembangan internet dan sosial media

4 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

> Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi
(Cybercrime), (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

® Kominfo, “Penyebaran Berita Bohong” Diperbaharui 28
Februari 2023 Https://Www.Kominfo.Go.ld/Content/Detail/12008/Ada-
80000-Situs-Penyebar-Hoaxdi%20indonesia/0/Sorotan_Media.


https://www.kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-80000-situs-penyebar-hoaxdi%20indonesia/0/sorotan_media
https://www.kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-80000-situs-penyebar-hoaxdi%20indonesia/0/sorotan_media
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di Indonesia sangat pesat dan banyak oknum yang
memanfaatkan penyebaran berita bohong atau hoax untuk
keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara
menyebarkan konten-konten negatif.

Pada awal tahun 2022 media dan masyarakat
Indonesia  dihebohkan dengan kasus yang menimpa
youtuber, konten creator sekaligus affiliator Quotex Doni
Salmanan. Doni Salmanan dilaporkan terkait kasus penipuan
aplikasi berkedok trading binary option (Quotex), serta
kasus tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut berawal
dari konten youtube nya yang menjelaskan mengenai profit
yang diperoleh dari mendaftar menjadi member Quotex.
Selanjutnya masyarakat yang menonton tertarik untuk
mendaftar menjadi member, kemudia diarahkan untuk masuk
ke grup telegram dengan nama grup vip king salmanan dan
grup signal Quotex king salmanan, lalu Doni sebagai
affiliator menggajak para member untuk terus konsisten top
up, namun seluruh member tetap gagal dan lost sehingga
mengalami kerugian. Kemudian para member yang merasa
dirinya telah tertipu dan dibohongi melaporan Doni kepada
pihak yang berwajib. Doni dilaporakan oleh seseorang
berinisial RA dan telah terdaftar dengan nomor pelaporan
LP:B/0059/11/2022/SPKT/BARESKRIMPOLRI tanggal 3
Februari 2022. Atas pelaporan tersebut, diputuskan perkara
Doni Salmanan dinaikan statusnya dari penyelidikan ke
penyidikan.

Tindak pidana di bidang informasi dan transaksi
elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam
Undang-Undang ini, diartikan bahwa Informasi elektronik
adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,
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electronic data interchange (EDI), surat elektronik,
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah
perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan
komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik
lainnya.” Undang —Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik memuat perbuatan
pidana yang dapat dikenakan hukuman yang validitas
hukumnya mengikat untuk memastikan pelaksanaan yang
memuat dampak buruk pemanfaatan kemajuan teknologi
infomasi dan transaksi elektronik. Tujuan pemidanaan bagi
pelaku penyebar hoax agar memberi efek jera supaya tidak
mengulangi perbuatan nya kembali. Karena akibat dari
perbuatan nya tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi
banyak orang dalam ruang cakupan yang luas bahkan dapat
juga merugikan Negara.?

Islam pun melarang menyebarkan berita hoaks yang
tidak berdasar mengenai buruknya seseorang atau umat
tertentu (Ghibah), apalagi menyebarluaskan beirta bohong
yang tidak berdasar. Islam hadir sebagai agama yang
mengajak umatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi
segala keburukan. Oleh karena itu, islam sebagai agama
tauhid sekaligus agama yang berisikan ketaatan dan
kepatuhan. Agama islam selalu menjunjung tinggi nilai-nilai

7 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1,2, Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008.

8 Andi Faiz Alfi Wiputra, “Penyelesaian Perkara Penyebaran
Berita Bohong (Hoax) Yang Merugikan Konsumen Di Media Sosial
Melalui Media Penal”, 70 Badamai Law Journal, Vol. 5, Issues 1 (Maret
2020).
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moral kepada seluruh pemeluknya agar selalu bertindak
sesuai dengan hukum syariah berdasarkan pada Al-Qur’an
dan As-Sunnah.’

Dalam pandangan Islam sendiri terdapat larangan
penyebaran berita bohong atau hoax yang dijelaskan dalam
Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi :

b e 132t g g 1l O S 1 5.6 vf;b— NIEHARMEE

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang
yang fasik dating ke pada mu membawa suatu berita,
maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak
mencelakakan suatu kaum karena kebodohan
(kecerobohan), vyang akhirnya kamu menyesali
perbuatan mu itu.”

Baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
maupun seperti terdapat dalam Al-Qur’an Al-Hujurat ayat 6,
penyebaran berita bohong (hoax) tidak dibenarkan dan
dilarang. Oleh karena itu penulis akan membandingkan
dengan kacamata Hukum Pidana Islam bahwa dalam Islam
juga mengatur mengenai hal tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik
untuk meneliti dalam sebuah skripsi yang berjudul
“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG
MELALUI YOUTUBE YANG MENYEBABKAN
KERUGIAN KONSUMEN  (Putusan  Nomor
1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)

® Lailatul Utiya Choiroh, “Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum
Pidana Islam”, Jurnal Hukum Pidana Islam Vol.3, No.2, (2017), 328.
10 QS. Al-Hujurat ayat 6



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, dalam kajian penulisan
skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap pelaku
penyebaran berita bohong melalui youtube yang
menyebabkan kerugian konsumen dalam (putusan nomor:
1/Pid.Sus/PT. BDG)?

2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap
sanksi pelaku penyebaran berita bohong melalui youtube
yang menyebabkan kerugian konsumen dalam (putusan
nomor: 1/Pid.Sus/PT.BDG)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui :

1. Agar dapat mengetahui Bagaimana analisis putusan
hakim terhadap pelaku penyebaran berita bohong
melalui youtube yang menyebabkan kerugian
konsumen.

2. Agar dapat memahami bagaimana sudut pandang
Hukum Pidana Islam terhadap sanksi terhadap
pelaku penyebaran berita bohong melalui youtube
yang menyebabkan kerugian konsumen.

2. Kegunaan penelitian
Penelitian ini mempunyi manfaat baik secara
teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari
penelitian adalah sebagai berikut :

a. Aspek Teoritis
Secara teori, dapat menjelaskan kepada pembaca
tentang sanksi terhadap pelaku penyebar berita
bohong dan meningkatkan  kesadaran dan
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pemahaman penelitian ilmiah sebagai bentuk
pengetahuan untuk memperluas bentuk pengetahuan
hukum lebih tepatnya hukum pidana Islam.
b. Aspek praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini agar bisa
jadi objek pemahaman dan pemikiran yang baik bagi
penulis dan lebih tepatnya untuk para pembaca pada
umumnya, mengenai bagaimana Tinjaun Hukum
Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penyebaran
Berita Bohong Melalui Youtube Yang Menyebabkan
Kerugian Konsumen (putusan nomor:
1/Pid.Sus/PT.BDG)

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu
Untuk menjadi pemahaman bagi penulis maka adanya
penelitian sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan
problema yang akan diteliti antara lain:

1. Skripsi Syafira Millenia Dewi yang berjudul “Tinjauan
Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keputusan Bebas
Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking : Studi
Putusan No 537/Pid.Sus/2016/PN”. Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa surat dakwaan penuntut umum
batal demi hukum, maka majelis hakim memerintahkan
agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Menurut hukum
pidana Islam suatu pembuktian diharapkan memberikan
keyakinan terbukti 100% dan ulil amri dihindarkan dari
pemberian putusan dan menghukum terdakwa jika
terdapat kondisi syuhbat, karena bisa memungkinkan
adanya penyelewangan. Disisi lain, Nabi Muhammad



SAW, lebih  cenderung  mengharamkan  atau
menganjurkan meninggalkan syuhbat. **

2. Skripsi Ari Kurniawan, dengan judul
“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran
Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan dalam
Hukum Positif Indonesia”. Penelitian ini didasari
maraknya berita bohong diberbagai media, visual maupun
audio visual, yang berdampak pada tercorengnya nama
baik individu maupun kelompok. Penelitian ini kategori
penelitian Library Research, dengan menggunakan
pendekatan yuridis normatif. Temuan penelitian ini:
pertama Kriteria suatu berita yang dinyatakan hoax, kedua
faktor penyebab munculnya berita bohong, ketiga
bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku berita
bohong menurut hukum pidana.*?

3. Skripsi Gabriella Kadenganan “Tinjauan Yuridis
Terhadap Turut Serta melakukan tindak pidana
penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian
konsumen” (studi kasus putusan nomor
1113/Pid.Sus/2018/Pn.Mks). Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui kualifikasi suatu beriita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
dalam transaksi elektronik dalam pandangan hukum
pidana serta penerapan hukum pidana materiil. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang

11 Millennia Dewi Syafira, “Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam
Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang
Hacking : Studi Putusan No 537/Pid.Sus/2016/Pn”, (Skripsi, Fakultas
Syar’ah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022).

12 Ari Kurniawan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan Dalam
Hukum Positif Indonesia”, (Skripsi: Universiatas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi, 2020).
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dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Kemudian
dianalisis secara kualitatif dengan dukungan data
kuantitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah kualifikasi
perbuatan turut serta melakukan penyebaran berita
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian
konsumen.*®

Dari berbagai riset sebelumnya yang telah penulis
jelaskan tersebut, bahwa belum terdapat pembahasan
mengenai Sanksi Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui
Youtube yang menyebabkan kerugian konsumen ditinjau
dari hukum  pidana  Islam (putusan nomor:
1/Pid.Sus/PT.BDG).

E. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian
pustaka  (Library  Research), yakni  penelitian
dimanfaatkan demi meraih data sekunder seperti
membaca literatur terkait masalah berupa buku dan artikel
jurnal. Fokus penelitian ini berupa menganalisis dokumen
berupa putusan nomor: 1/Pid.Sus/PT.BDG. Sementara
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor. 19 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

13 Gabriella Kadenganan “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta
Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang
Mengakibatkan Kerugian Konsumen” (Studi Kasus Putusan Nomor
1113/Pid.Sus/2018/Pn.Mks), (Skripsi : Hasanuddin Makassar, 2020).
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2. Sumber Data
Sumber data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan data sekunder atau
bahan informasi yang berkaitan dengan putusan
Sementara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 19. Dalam rangka untuk mendapatkan
data sekunder menggunakan pendekatan sumber bahan
hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah sumber data yang
memiliki otoritas artinya bersifat mengikat, terdiri dari
aturan Undang-Undang, putusan hakim®*. Pada
penelitian ini, data primer diperoleh dari minutasi
putusan dan kumpulan putusan MA vyaitu Putusan,
Nomor: 1/Pid.Sus/PT.BDG.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang
diperolah melalui bahan pustaka yang memberi
penjelasan terhadap sumber primer.'> Sumber data
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil
penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang
berupa literatur buku maupun jurnal yang
berhubungan dengan masalah tindak pidana
penyebaran berita bohong yang menyebabkan
kerugian konsumen.

14 Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2015), 52.

15 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar
Grafika,2013), 23.
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan
informasi tentang, bahan hukum primer dan sekunder
yang terdiri dari bibliografi, kamus dan ensiklopedia
yang dibutuhkan saat penelitian dilaksanakan.

3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam
penelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut :

a. Teknik dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data
yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek
penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan
melalui berkas yang ada dengan cara diketik, ditulis
dan putusan digandakan. Dokumen ini yang diteliti
adalah Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi
Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui Youtube
Yang Menyebabkan Kerugian Konsumen (Putusan
Nomor : 1/Pid.Sus/PT.BDG)

b. Teknik kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data
yang bersumber dari buku, Undang-Undang, artikel,
internet, teknik mengumpulkan dilakukan dengan
cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat
hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah alur menemukan dan
mengurutkan dengan sistematis informasi yang diambil
melalui buku, artikel, jurnal, internet, atau informasi
lainnya yang berhubungan dengan penyebaran berita
bohong yang menyebabkan kerugian konsumen. Data
yang ditemukan  kemudian dijabarkan  dengan
menerapkan teknik deskriptif kualitatif,dengan menyusun
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fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu
masalah yang dapat dipahami dengan mudah.*®

F. Sistematika Penulisan
Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara
keseluruhan dalam 4 (empat) dengan sistematika sebagai

berikut:
BAB I

BAB 11

BAB Il

: PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,
tujuan serta kegunaan penelitian, penelitian
terdahulu, metode penelitian, lalu sistematika
penulisan.

: TINJAUAN UMUM

Pada bagian ini mengulas tentang Tindak
Pidana Penyebaran Berita Hoaks yang
menyebabkan kerugian menurut hukum pidana
Islam, yang memuat ruang lingkup penyebaran
berita bohong, perilaku pidana (jarimah),
hukuman dalam pidana Islam dan penyebaran
berita bohong yang menyebabkan kerugian
dalam pidana Islam.

: PEMBAHASAN

Pada bab ini mengulas Analisis Putusan Hakim
Terhadap Penerapan Sanksi Pelaku Penyebaran
Berita Bohong Melalui Youtube yang
menyebabkan kerugian konsumen, yang terdiri
dari bentuk hukuman bagi pelaku penyebar
berita bohong menurut hukum pidana Indonesia,

16 Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat:

Cv Jejak, 2018), 6.
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bentuk hukuman dan pertimbangan utama

hakim serta pandangan dalam Hukum Islam.
BAB IV :PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-

uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta

memberikan saran.



BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda
“strafbaar feit”. Sedangkan kata “strafbaar feilt” lebih
dikenal sebagai “tindak pidana” namun tidak ada
penjelasan lebih dalam perihal “strafbaar feilt” Dalam
Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam bahasa Belanda,
istilah “feit” mempunyai arti sebagian dari kenyataan,
dalam arti lain “strafbaar” mempunyai makna “dapat
dihukum”, sehingga secara harfiah istilah “strafbaar feit”
dapat diartikan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat
dihukum, yakni tentu saja tidak tepat karena tiba saatnya
kita memahami bahwa yang dihukum adalah manusia
secara pribadi bukan secara kenyataan, tindakan, maupun
suatu perbuatan.*’

Strafbaarfeit adalah perbuatan melanggar hukum,
perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan
pidana barang siapa melanggar perbuatan tersebut dan
perbuatan yang dilakukan nya tersebut menyebabkan
terhambatnya suatu tata pergaulan masyarakat yang
dicita-citakan oleh masyarakat.*®

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian
gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani
seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk
tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia,

7 Andi Sofyan Dan Nur Azisa, Hukum Pidana, (Makassar:
Pustaka Pena Press, 2016), 108.
18 Andi Sofyan Dan Nur Azisa, Hukum Pidana, 108.

15
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maka dia telah melakukan suatu tindak pidana. Tindak
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum,
larangan yang mana dibarengi dengan ancaman atau
sanksi yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang
melanggar larangan tersebut, berikut adalah pengertian
tindak pidana menurut para ahli hukum:

1. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah
keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai
perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dalam
aturan pidananya.

2. Menurut Simon Hukum Pidana adalah semua
perintah-perintah dan larangan yang dibuat oleh
Negara dan memiliki ancaman hukuman hukuman
pidana bagi siapa yang tidak menaatinya, semua
aturan tersebut menentukan syarat-syarat akibat
hukumnya dan untuk menjatuhkan serta menjalankan
hukum pidana.®

3.  Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana
merupakan seperangkat aturan yang mengatur
tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana,
pertanggungjawaban pidana dan proses verbal
penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur
ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana
formil dan hukum pidana materiil.

4. Algra Jansen, mengatakan bahwa hukum pidana
adalah alat yang dipergunakan oleh seorang hakim
untuk memperingati mereka yang telah melakukan
suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari
penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari
perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh

19 Umar Said Sugianto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), 60.
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terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta

kekayaannya yaitu seandainya ia telah melakukan

suatu tindak pidana.

Satochid Kartanegara, bahwa Hukum Pidana dapat

dipandang dari beberapa sudut yaitu:

a. Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah
peraturan yang mengandung larangan atau
keharusan terhadap pelanggarannya diancam
dengan hukuman.

b. Hukum Pidana dalam arti subjektif, vyaitu
sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara
untuk menghukum seseorang yang melakukan
perbuatan yang dilarang.

Van Hamel merumuskan delik sebagai perbuatan

manusia dalam Undang-Undang, melawan hukum,

yang patut dipidana dan dilakukan dengan
kesalahan®.
Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa

syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak
pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a.
b.

Harus ada perbuatan manusia;

Perbuatan manusia itu dilarang oleh Undang-Undang
dan diancam dengan pidana;

Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan
diancam dengan pidana;

Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat
dipertanggungjawabkan; dan

Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada pelaku pidana.

20 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2019), 89.
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Dalam pengertian-pengertian tindak pidana, para
pakar memiliki uraian mengenai istilah yang dapat
mewakili konsep strafbaar feit terdapat 7 istilah yang
mewakili yaitu, tindak pidana, peristiwa pidana, delik,
pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum,
perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.
Menurut Nurul Irfan, istilah apapun yang dipakai,
pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang
melanggar hukum dan diancam sanksi pidana?.

2. Kategori Tindak Pidana

Secara teoritis tindak pidana dikategorisasikan ke
dalam beberapa jenis perbuatan pidana. Perbuatan pidana
dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan
pelanggaran. Perbuatan pidana menurut system KUHP
kita terbagi atas kejahatan (misdrivijen) dan pelanggaran
(overtredingen). Pembagian dua kategori tersebut, tidak
ditentukan secara langsung dalam suatu pasal KUHP
tetapi sudah dianggap demikian adanya.

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan
dengan hukum, terlepas apakah perbuatan tersebut
diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak.
Sekalipun tidak dirumuskan sebagai tindak kejahatan
dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar
dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang
bertentangan dengan hukum. Jenis perbuatan ini juga
disebut mala in se yang artinya, perbuatan tersebut
memang jahat.?

2L M. Nurul Irfan, Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam
Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2014), 6.

22 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Cet Vi, (Jakarta: Pt. Asdi
Mahastya, 2000), 71.
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Sebaliknya pelanggaran adalah “wetsdeliktern”
yaitu perbuatan-perbuatan yang memiliki sifat melawan
hukumnya baru dapat diketaui setelah adanya wet yang
menentukan demikian. Namun, sejak sebelum Wetbook v.
Strafrecht mulai berlaku, pandangan seperti itu telah
ditentang. Hal ini disebabkan bahwa adanya pelanggaran
juga sudah ada sebelum adanya ketentuan wet, yang
memang sudah dirasakan masyarakat sebagai perbuatan
yang tidak patut.

Pembagian delik atau tindak pidana atas kejahatan
dan pelanggaran muncul dalam WvS (KUHP Belanda)
pada tahun 1886, yang kemudian turu ke KUHP
Indonesia pada tahun 1918. 2* Pembagian delik kejahatan
dan delik pelanggaran ini menimbulkan perbedaan secara
teoritis. Sering disebut kejahatan sebagai delik hukum,
artinya sebelum hal itu diatur dalam Undang-Undang,
sudah dianggap seharusnya dipidana. Sedangkan
pelanggaran sering disebut sebagai delik-delik undang-
undang, yang artinya setelah tercantum dalam undang-
undang maka hal tersebut dapat dipandang sebagai delik.

Menurut Moeljatno, KUHP di Indonesia hanya
membagi delik kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan
atas berat atau ringannya pidana saja. Selain dari pada
sifat umum bahwa ancaman pidana bagi delik kejahatan
adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat
dikatan bahwa:

a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja
b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan
(kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu,

2 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Pt. Yasif
Watampone, 2005), 106.



20

harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika
menghadapi pelanggaran maka hal itu tidak perlu.

c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat
dipidana (pasal 54) juga ikut serta dalam pelanggaran
tidak dipidana (pasal 60).

d. Perihal tenggang kadaluarsa, baik hak untuk
menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi
pelanggaran adalah lebih pendek dari kejahatan.

e. Dalam hal perbarengan (Concursus) para pemidanaan
berbeda untuk pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi
pidana yang ringan lebih mudah daripada pidana berat
(pasal 65, 66-70).

Pembagian tindak pidana pun tidak hanya terbagi
dalam delik kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana
pun dikategorisasikan dalam delik materiil dan delik
formil. Yang utama adalah perbuatan pidana yang dalam
perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang
dilarang. Perbuatan pidana formiil adalah perbuatan
pidana yang telah dianggap selesai dengan telah
dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-
undang, tanpa mempersoalkan akibatnya, seperti yang
tecantum dalam pasal 362 KUHP dan pasal 160 KUHP.
Sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan
pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat
yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah
terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang
dilarang itu telah terjadi.

Selain kategori diatas, pembagian tindak pidana
juga dapat dibedakan atas delik aduan dan delik biasa.
Delik aduan adalah perbuatan pidana yang dalam
penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari
pihak yang terkena atau dirugikan. Delik biasa adalah
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delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan

untuk penuntutannya, seperti pembunahan, pencurian dan

penggelapan.

. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam
unsurnya, maka yang dapat kita lihat di awal adalah
disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan
itu seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang
dilarang oleh Undang-Undang. Setiap tindak pidana yang
terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur
yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur subjektif adalah unsur yang identik pada diri
pelaku atau yang berhubungan dengan dengan pelaku,
dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang
terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur subjektif
dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau
culpa)

2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau
poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53
ayat (1) KUHP

3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang
terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan
lain-lain.

4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte
raad seperti yang misalnya yang terdapat didalam
kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.

5) Peranan takut atau vres seperti yang antara lain
terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut
pasal 308 KUHP.
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b. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif
adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu
dalam keadaan dimana tindakan dari pelaku itu harus
dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana
adalah:

1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid

2) Kualitas dari  pelaku, yaitu hubungan antara
sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu
kenyataan sebagai akibat®*.

Mahrus Ali berpendapat bahwa perbuatan pidana
atau delik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana bagi pelakunya, maka unsur-unsur
perbuatan pidana meliputi beberapa sebagai berikut®:

1) Perbuatan itu bentuk dari kelakuan, baik aktif maupun
pasif, yang mengakibatkan timbulnya suatu hal atau
keadaan yang dilarang oleh hukum.

2) Kelakuan yang muncul tersebut harus bersifat
melawan hukum baik dalam pengertiannya yang
formil maupun materil

3) Adanya hal-hal atau suatu keadaan tertentu yang
menyertai terjadinya perbuatan dan akibat yang
dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ke tiga ini
terhubung dengan beberapa hal yang bentuknya
berdeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum
pidana yang terdapat dalam Undang-Undang.
Misalnya berkaitan dengan diri pelaku delik, tempat
terjadinya delik, keadaan sebagai syarat tambahan bagi

% P.AF Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar
Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Remaja Rosdaya Karya, 2014, 92

BAli Mahrus, Dasar Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2008), 100
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pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan
pemidanaan.

Moeljatno pun memiliki pendapat yang tidak jauh
berbeda, bahwa ia mengatakan yang merupakan unsur-
unsur atau elemen perbuatan pidana adalah adanya
kelakuan dan akibat perbuatan, adanya keadaan yang
menyertai perbuatan, adanya keadaan tambahan yang
memberatkan pidana, adanya unsur melawan hukum yang
objektif maupun unsur yang melawan hukum subjektif®.
Di dalam bukunya pun Moeljatno menjelaskan bahwa
sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur
melawan hukum, namun jangan disangka bahwa
perbuatan tersebut tidak melawan hukum. Meskipun
perbuatan pidana umumnya adalah keadaan lahir dan
terdiri dari atas bagian-bagian lahir, namun ada kalanya
dalam perumusan juga diperlukan bagian batin yaitu sifat
melawan hukum vyang subjektif. Unsur-unsur tindak
pidana menurut Van Hamel:

a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-

Undang

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan

(feit), yakni:

1) Perbuatan (feit), terjadinya kejahatan (delik).
Definisi ini sangat luas, misalnya dalam suatu
kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila
dalam suatu penganiayaan dilakukan pula
pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula
penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu
dikemukakan dari yang lain.

% Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Cet Vi, Jakarta: Pt. Asdi
Mahastya, 2000, 63
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2) Perbuatan (feit), perbuatan yang didakwakan.

3) Perbuatan (feit), perbuatan material, perbuatan itu
terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari
akibat.?’

b. Melawan hukum

Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai

“bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait

dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan

juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum

Administrasi Negara.?

c. Dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam
1. Definisi Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat
disamakan dengan istilah jarimah yang diartikan sebagai
larangan syara’ yang dijatuhi sanksi oleh pembuat
syari’at dengan hukuman had atau ta zir. Para fugaha
menggunakan kata ‘jinayah” untuk istilah “jarimah”
yang berarti suatu perbuatan yang dilarang. Pengertian
“jinayah” atau  “jarimah” tidak berbeda dengan
pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) delik dalam
hukum postif (pidana). Sebagaian para ahli hukum Islam
sering menggunakan kata-kata “jinayah” untuk “jarimah”
yang diartikan sebagai perbuatan seseorang Yyang
dilajarang. Sedangkan yang dimaksud “jinayah” adalah

27 Zainal Abidin, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),
175.

28 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,
(Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 48.
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perbuatan yang dilarang syara’, apakah perbuatan tersebut
mengenai jiwa atau benda dan lainnya.*®

Kata “jinayah” merupakan bentuk verbal noun
(masadar) dari kata ‘jana”. Secara etimologi ‘jana”
berarti melakukan suatu dosa atau kesalahan. Seperti
dalam Kkalimat jana ‘ala qaumihi jinayatan artinya ia
telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata Jana
juga berarti “memetik”, seperti dalam kalimat jana as-
samarat, artinya “memetik buah dari pohonnya”. Orang
yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai
perbuatan disebut mujna alaih. Kata jinayah dalam istilah
hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.
Secara terminology kata jinayah mempunyai beberapa
pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi
bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh
agama (syara’) yang diancam dengan hukuam had atau
takzir®.

Adapun  pengertian  jinayah, para fugaha
menyatakan bahwa lafal jinayah yang dimaksudkan disini
adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik
perbuatan itu berkenaan dengan jiwa, harta benda, atau
lain-lainnya. Sayyid Sabiq memberikan definisi jinayah,
bahwa istilah jinayah menurut menurut syara’ adalah
setiap kegiatan yang dilarang. Dan kegiatan yang dilarang
itu menurut syara’ adalah yang tidak boleh dilakukan,
karena ada bahaya yang berkenaan dengan agama, jiwa,

2% Rahmad Rosyadi Dan Rais Ahmad, Formulasi Syariat Islam
Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2006), 123.

30 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2005), 9.



26

akal, kehormatan, atau harta benda.** Adapun hukuman
yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dalam
firman Allah:

!

Lyt goag gt (o st (e fias ot Aot L I
Cnalbel] L;’- Y ;ngzgm P oy e padl gl B i$sg

Artinya: “Dan balasan dari suatu kejahatan adalah
kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan
dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat)
maka pahalanya dari Allah. Sungguh, dia tidak menyukai
orang-orang zalim”.
. Sumber-Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber hukum dalam hukum pidana Islam dibagi
menjadi tiga: Al-Qur’an, As-Sunnah, Al-Hadist, Ijma’,
dan Qiyas.

a. Al-Qur’an adalah sumber hukum Islam yang pertama,
memuat kumpulan beberapa kumpulan wahyu yang
telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad.
Diantara nya adalah peraturan kehidupan manusia
dalam hubungannya dengan Allah, dan dirinya sendiri,
sesama manusia dan hubungannya dengan alam serta
makhluk Allah lainnya. Sebagian besar ummat Islam
sepakat untuk menjadikan Al-Qur’an, As-Sunnah dan
ljtihad sebagai bahan ajaran Islam. Kesepakatan
tersebut tidak semata-mata berdasarkan keinginan
bersama tetapi pada dasar-dasar normative yang
bersumber dari Al-Qur’an yang dijelaskan dalam
surah An-Nisa ayat 105,

81 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 12
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Artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab
kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu
mengadili antara manusia dengan apa yang telah
Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu
menjadi penentang (orang yang tidak bersalah),
karena (membela) orang-orang yang khianat®2. ~
b. Al-Sunnah atau Al-Hadist

Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi,
kebiasaan, adat-istiadat. Dalam terminology Islam,
sunnah berarti perbuatan, perkataan, dan perizinan
Nabi Muhammad. Al-Hadist dalam bahasa Arab
berarti baru, dekat (garib), atau berita atau kabar.

Menurut ulama Ushul Figh, As-Sunnah adalah
sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, selain dari
Al-Qur’an, baik berupa perkataan, perbuatan,
pengakuan, sifat, atau sirah beliau. Diantara contoh
hadist terkait Hukum Pidana Islam (Jinayah) adalah
sebagai contoh mengenai larangan untuk menyebarkan
berita bohong atau hoax:

JIED 555« JW ofs « 063 s 636 i 51 )
“Sesungguhnya Allah membenci 3 hal untuk kalian:
a) menyebarkan berita burung (katanya-katanya);
b) menyia-nyiakan harta; dan
c) banyak bertanya.” (HR. Bukhari 1477 & Muslim
4582).
c. Ijma’

Menurut bahasa, Ijma’ mempunyai 2 arti yaitu:
Pertama, kesepakatan seperti perkataan: “Jama al

32 ~QS. An-Nisa ayat 105.
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qaumu ‘alaa kadzaa idzaa itafaquudlaini”, suatu kaum
telah berijma’ seperti ini, jika mereka sudah sepakat
kepadanya. Kedua, kebulatan tekad atau niat (Racmat
Syafe’l, 2007)

Sedangkan ahli Ushul, Ijma adalah kesepakatan
seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa, sesudah
wafatnya Rasulullah, akan suatu hukum syariat yang
amali (Jaih Mubarak,2008).

Sedangkan menurut kajian hukum syara’, [jma’ adalah
kesepakatan seluruh  mujtahid kaum muslimin
disesuaikan dengan masa setelah wafatnya Rasulullah,
tentang suatu hukum syara’ yang amali.

Ijma’ juga dapat didefinisikan sebagai kesepakatan
pandangan para sahabat Nabi SAW. Juga kesepakatan
yang didapat dalam berbagai keputusan hukum dan
dilakukan oleh para Mufti yang ahli, atau para ulama
dan Fugaha dalam berbagai persoalan dalam Islam.

. Qiyas

Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara yang
belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara
yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan
ketentuan hukum yang dimaksud didasari oleh adanya
unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan
hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukum
nya disebut illat.

Qiyas mempunyai empat rukun yaitu, pertama asal
(pokok), adalah suatu peristiwa yang salah ada
nashnya yang dijadikan tempat meng-giyaskan. Asal
disebut  “magqish’alaih” (yang menjadi tempat
mengqiyaskan), atau  “mahmul’alaih”  (tempat
membandingkannya), atau “musyabbah bih” (tempat
menyamakannya). Ketiga, far’'u (cabang), yaitu
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peristiwa yang tidak ada nash nya, dan peristiwa itulah
yang hendak disamakan hukumnya dengan asalnya. la
juga disebut ‘magqish’ (yang di qiyaskan) dan
‘musyabbah’ (yang disamakan). Ketiga hukum asal,
yaitu hukum syara’ yang ditetapkan oleh suatu nash
atau diinginkan untuk menetapkan suatu hukum
kepada cabangnya, dan keempat illat, yaitu suatu sifat
yang terdapat pada suatu peristiwa yang asal. Yang
karena sifat tersebut, maka peristiwa asal itu memiliki
suatu hukum, dan oleh karena itu terdapat cabang,
maka disamakanlah hukum cabang itu dengan hukum
peristiwa asal.*®
3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam
Asas mempunyai beberapa pengertian, salah
satunya adalah kebenaran yang menjadi acuan untuk
berpikir dan berpendapat. Selain itu juga dasar atau
landasan. Alasa berarti bukti menguatkan suatu
keterangan. Oleh karena itu jika kata asas disambungkan
dengan kata hukum sehingga menjadi asas hukum yang
berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai acuan untuk
berpikir dan alas an dalam mengemukakan suatu gagasan
terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Hal
itu berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan
segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Asas
hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an dan hadist, baik
yang bersifat detail maupun umum. Asas Hukum Pidana
Islam adalah asas-asas yang mendasari pelaksanaan
Hukum Pidana Islam diantaranya sebagai berikut:

3 Http://Elawank.Blogspot.Com/2015/03/Sumber-Hukum-
Pidana-Islam.Html. Oleh: Syamsudin Kadir-Direktur Eksekutif Penerbit
Mitra Pemuda. Diakses 29 Maret 2023 Pukul 17:46 Wib.


http://elawank.blogspot.com/2015/03/sumber-hukum-pidana-Islam.html
http://elawank.blogspot.com/2015/03/sumber-hukum-pidana-Islam.html
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a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang mengemukakan bahwa
tidak ada pelanggaran dan tidak hukuman sebelum ada
undang-undang yang secara khsusus mengaturnya.
Artinya suatu perbuatan baru dianggap sebagai
jarimah apabila terdapat pada nash (Al-Qur’an) yang
melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya
dengan hukuman. Abdul Qodir Aubah menyatakan:
sebelum ada nash atau ketentuan, tidak ada hukuman
untuk perbuatan bagi orang-orang yang berakal sehat.
Asas ini berdasarkan Al-Qur’an dalam surah Al-lsra
ayat 15 yang berbunyi:

Uda (s 5y 5519 7 Y= als Bt WP U Afnndd i U (8T (2

W G, o« s 82

Artinya: “Barang siapa yang berbuat sesuai dengan
Hidayah Allah, sesungguhnya dia berbuat itu untuk
(kemaslahatan) dirinya sendiri dan barang siapa yang
sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian)
dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak
dapat memikul dosan orang lain dan kami tidak akan
mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul”*®

Avyat tersebut mengandung makna bahwa Al-Qur’an
diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah agar menjadi
suatu peringatan dalam bentuk aturan atau ancaman
hukuman bagi umat-Nya. Asas legalitas ini telah ada

3 Muhammda Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar IImu Hukum
Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2005), 131.

% QS. Al-Isra ayat 15



31

sejak Al-Qur’an diturunkan olenh Allah kepada
Rasulullah.

. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada
Orang Lain

Asas ini adalah asas yang mengemukakan bahwa
setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang
baik maupun yang buruk akan mendapatkan balasan
yang setimpal. Asas ini dijelaskan dalam Al-Qur’an
surah Al-Muddattsir ayat 38, Allah berfirman bahwa
setiap orang terikat kepada apa yang dia perbuat, dan
setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan
yang dibuat oleh orang lain.

. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari
bahwa seseorang yang disangka melakukan kejahatan
harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan
bukti-bukti yang meyakinkan dan dengan tegas
menyatakan kesalahannya tanpa ada keraguan. Jika
suatu keraguan yang berasalan muncul, seseorang
yang tertuduh harus dibebaskan. Asas berdasarkan
pada ayat- ayat Al-Qur’an yang dijadikan sumber asas
legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan
kepada orang lain yang telah disebutkan.

. Asas Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan

Asas ini berhubungan erat dengan asas praduga tak
bersalah yaitu batalnya hukuman karena keraguan ada
didalamnya, hal ini disebutkan dalam hadist, yaitu
jauhilah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah
dalam membebaskan dari pada salah ketika
menghukum.

Menurut  Abdul Qodir Audah, keraguan yang
dimaksud adalah segala sesuatu yang tampak dan
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memiliki bukti yang sah adanya, namun pada
kenyataannya adalah tidak dapat dibuktikan atau
segala sesuatu yang sah menurut hukum yang
mungkin secara sah muncul, padahal tidak ada
ketentuan untuk itu dan tidak terdapat dalam
kenyataan sendiri, Mazhab Syafi’i membagi dalam
beberapa bagian yaitu sebagai berikut:
a) Keraguan berkaitan dengan tempat
b) Keraguan yang disebabkan oleh pelakunya
c) Keraguan formal (muncul sebab tidak setujunya
para fugaha untuk suatu masalah)
Bisa jadi keraguan tersebut muncul karena bukti-bukti
yang dihadirkan tersangka sangatlah kurang, akan
tetapi dapat juga terjadi sebab seseorang melakukan
suatu perbuatan yang diancam hukuman hudud dan
bukti nya hanyalah pengakuannya sendiri, maka akan
Nampak keraguan jika pengakuannya tersebut ditarik
atau tidak dianggap dalam persidangan. Dalam
jarimah hudud, keraguan itu dapat menjadi alas an
pembebasan terdakwa, atau dari hukuam hudud bisa
saja harus menetapkan ta zir.
4. Macam-Macam Jarimah
Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman,
jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:
jarimah gisash/diyat, jarimah hudud, dan jarimah ta zir.
a. Jarimah Qishash dan diyat
Jarimah gisash dan diyat adalah jarimah yang
diancam dengan hukuman gisash atau diyat.
Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had
merupakan hak Allah, sedangkan gisash dan diyai
adalah hak manusia (individu).
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Dalam hubungannya dengan hukuman gisash
dan diyat maka pengertian hak manusia disini adalah
bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau
dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan
demikian maka ciri khas dari jarimah gisash dan diyat
itu adalah:

a) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam
artian sudah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada
batas minimal atau maksimal;

b) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan
(individu), dalam arti bahwa korban atau
keluarganya berhak memberikan pengampunan
terhadap pelaku. Jarimah gisash dan diyat ini
hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan
penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada
lima macam, yaitu:

1) Pembunuhan Sengaja

2) Pembunuhan Menyerupai Sengaja
3) Penganiayaan Sengaja

4) Penganiayaan Tidak Sengaja

Pada dasarnya, jarimah qisash termasuk
jarimah  hudud, sebab baik bentuk maupun
hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-
Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya, yaitu:

1) Pada jarimah gisash, hakim boleh memutuskan
hukuman berdasarkan pengetahuannya, sedangkan
pada jarimah hudud tidak boleh.

2) Pada jarimah gisash, hak menuntut gishash bisa
diwariskan, sedangkan pada jarimah hudud tidak.

3) Pada jarimah gisash, korban atau wali korban
dapat memaafkan sehingga hukuman dapat gugur
secara mutlak atau berpindah kepada hukum
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penggantinya, sedangkan pada jarimah hudud
tidak ada pemaafan.

4) Pada jarimah gisash, tidak ada kadaluarsa dalam
kesaksian, sedangkan pada jarimah hudud ada
kadaluarsa dalam kesaksian kecuali pada jarimah
gadzaf.

5) Pada jarimah gisash, pembuktian dengan isyarat
dan tulisan dapat diterima, sedangkan pada
jarimah hudud tidak.

6) Pada jarimah gisash dibolehkan ada pembelaan
(al-syafa’at), sedangkan pada jarimah hudud tidak
ada.

7) Pada jarimah qisash, harus ada tuntutan,
sedangkan pada jarimah hudud tidak perlu kecuali
pada jarimah gadzaf.*

b. Jarimah Hudud
Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam
dengan hukuman had. Definisi hukuman had adalah
hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan
menjadi hak Allah. Dengan demikian ciri khas
jarimah hudud itu sebagai berikut:

1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti
bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara’
dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-
mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak
Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

Dalam hubungannya dengan hukuman had
maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa

% Jaih Mubarok Dan Enceng Avrif Faizal, Kaidah Figh Jinayah
(Asas-Asas Hukum Pidana Islam), (Jakarta: Anggota Ikapi, 2004), 164.
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hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh
perseorangan (orang yang menjadi korban atau
keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh
negara. Jarimah Hudud ini ada tujuh macam antara
lain sebagai berikut:

1) Jarimah zina

2) Jarimah gadzaf (menuduh zina)

3) Jarimah syurbul khamr (minum-minuman keras)
4) Jarimah pencurian (sarigah)

5) Jarimah hirabah (perampokan)

6) Jarimah riddah (keluar dari Islam)

7) Jarimah Al Bagyu (pemberontakan).*’

Dalam jarimah zinai, syurbul khamr, hirabah,
riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak
Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah
pencurian dan qadzaf (penuduhan zina) yang
disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak
manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih
menonjol.

C. Jarimah Ta’zir

Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam
dengan hukuman ta’zir. Pengertian ta’zir menurut
bahasa ialah ta’dib atau memberi pelajaran. Ta ’zir
juga diartikan arrad wa al man’u, yang artinya
menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah,
seperti yang diutarakan oeh Imam Al Mawardi, bahwa
“ta’zir itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran
dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam
hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan

37 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,
(Yogyakarta: Logung, 2004), 12.
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perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu sisi, ta zir

ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah

tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku
manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak
melakukan tindakan yang sama seperti itu.®

Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta’zir yakni

antara lain:

1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas.
Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh
syara’ dan ada batas minimal dan ada batas
maksimal.

2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.
Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah ta’zir
ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak
dikenakan hukuman had dan qishash, yang
jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis
jarimah fa’zir ini lbnu Taimiyah mengutarakan
bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak
dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat,
seperti mencium anak-anak (dengan syahwat),
mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu
ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang
yang tidak halal seperti darah dan bangkai, maka
semuanya itu dikenakan hukuman fa’zir sebagai
pembalasan dan pengajaran dengan kadar
hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.*

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-
jarimah ta’zir dan hukumannya kepada penguasa

% Imam Al Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat
Al-Diniyyah, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1996), 236.

% lbnu Taimiyah, Terj., Sivasah Syar’iyah, Etika Poltik Islam,
(Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 257.
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adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan
memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa
menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan
yang bersifat mendadak.

Jarimah fa’zir di samping ada yang diserahkan
penentuannya sepenuhnya kepada penguasa, ada juga
yang sudah ditetapkan oleh syara’, seperti riba dan
suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam
kelompok ini jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah
ditetapkan hukumannnya oleh syara’ (hudud) akan
tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman
tersebut belum terpenuhi.

Secara ringkas dapat diartikan dalam hukuman
ta’zir itu sendiri bahwa sebuah hukuman diberikan
oleh para penguasa atau ulil amri apabila suatu
hukuman itu belum ditetapkan oleh syara’ baik untuk
penetuannya maupun pelaksanaannya.  Dengan
menetapkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang
seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

5. Tujuan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan
hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia
maupun di akhirat kelak, dengan jalan mengambil semua
yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang
mengandung kemudharatan, yakni yang tidak berguna
bagi kehidupan. Dalam arti lain, tujuan hukum Islam
adalah kemaslahatan hidup manusia baik secara rohani
maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan itu
tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga
untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq
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as-Syatibi** mengemukakan lima tujuan hukum Islam,
yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta,
yang selanjutnya disepakati oleh pakar hukum Islam
dalam kepustakaan yang disebut sebagai al-magashid al-
khamsah atau al-magashid al-syari’ah (tujuan-tujuan
hukum Islam).

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama
hukum Islam. Sebabnya adalah agama merupakan
pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam
selain  komponen-komponen akidah yang merupakan
pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang
merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga
syari’at yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik
dalam berhubungan dengan tuhannya maupun dalam
berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam
masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib
melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan
menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah
menurut keyakinan (agamanya).*

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua dalam
hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara
hak manusia untuk hidup dan mempertahankan
kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang
membunuh, hal tersebut termaktub dalam firman Allah
SWT, Q.S. al-Isra ayat 33:

5,086 call 43 Wlas 385 Ggllas g e S YA g ol 200

hyats S5 @) 2 &

40 gatria Effendi M. Zein, Ushul Figh, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2019), 213.

41 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum
Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo
Persada, 2005), 43.
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Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa
yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan
dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa
dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami
telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya,
tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas
dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang
yang mendapat pertolongan.

Sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan
melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh
manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Pemerliharaan akal sangat dipentingkan oleh
hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya,
manusia dapat mengembagnkan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula
menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena
itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum
Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal
atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup
manusia.

Pemeliharaan keturunan, agar kemudian darah
dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat
diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal
ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat
untuk mendapat saling mewarisi.

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum
Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian
Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat
mempertahankan hidup dan melangsungkan
kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi
hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara

42 QS. Al-lsra ayat 33
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yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta
seseorang, masyarakat, dan negara.*®

C. Pertanggungjawaban Pidana
1. Menurut Hukum Positif

Penyebaran berita bohong pada dasarnya sudah
diatur dalam peraturan perundang-undangan vaitu,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal
28 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja
dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan
untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu dan atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan
(SARA).” Serta terdapat pula pada Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
transaksi elektronik dalam pasal 45A ayat (1) yang
berbunyi, “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa
hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
Tahun dan atau denda paling banyak 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
Terkait penyebaran berita bohong ada juga pasal dalam
KUHP yang dapat menjerat pelaku penyebaran berita
bohong, antara lain sebagai berikut:

4 Marsaid, Al-Figh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum lIslam, (Palembang: Rafah
Press, 2020), 40.



41

a. Pasal 14 ayat (1) “Barang siapa, dengan menyiarkan
berita bohong, dengan sengaja menerbitkan kegaduhan
di masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara
setinggi-tingginya sepuluh tahun. Dan ayat (2) barang
siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan
pemberitahuan yang menerbitkan kegaduhan dalam
masyarakat, sedangkan ia patut dapat menyangka
bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong,
dihukum dengan penjara seberat-beratnya tiga tahun”.
b. Pasal 15 berisi “Barang siapa menyiarkan berita yang
tidak pasti atau berita yang berlebihan atau yang tidak
pas, sedangkan ia paham bahwa berita tersebut tidak
lah benar atau dapat membuat kegaduhan dalam
masyarakat, dihukum dengan pidana kurungan paling

lama dua tahun™*,

2. Menurut Hukum Islam

Hoax adalah bentuk pembohongan public yang
tidak dibenarkan dalam Islam. Berbagai jenis
pembohongan baik pembohongan yang ditujukan kepada
individu maupun kebohongan untuk lembaga, organisasi,
atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan
untuk membentuk opini publik atau untuk memprovokasi
suatu massa untuk kepentingan polik, sehingga hal
tersebut sebagai salah satu penyebab terjadinya
perpecahan ummat, yang dapat sangat mengkhawatirkan.
Pembuat hoax digolongkan sebagai perbuatan yang
merugikan orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam

surah An-Nur ayat 19:

4 Danrivanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran Dan Teknologi
Informasi; Regulasi Dan Konvergensi, (Bandung: Refika Aditama,
Bandung, 2016), 36.



42

s g 59 B o e gl g s a8 31032 0 B

O3S Y 3
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar
(berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar dikalangan
orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di
dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan
kamu tidak mengetahui. ”*

Maka dari itu untuk mencapai ketentuan suatu data
dan fakta sebagai bahan informasi yang akan
disampaikan oleh suatu kelompok atau media, maka
memverifikasi ulang sangat diperlukan®.

Sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong atau
hoax dalam hukum pidana islam adalah ta’zir, para
fugaha mengartikan ta’zir sebagai hkum yang tidak diatur
di dalam Al-Qur’an dan hadist yang berhubungan dengan
masalah yang melanggar hak Allah dan hak ummat yang
berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum agar tidak
mengulangi perbuatannya tersebut hukuman ta’zir boleh
dan harus diterapkan sesuai dengan Kketentuan
tuntutannya.*’

D. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong yang
Merugikan Konsumen
1. Pengertian Penyebaran Berita Bohong
Secara harfiah berita bohong atau hoax adalah berita
bohong yang tidak benar dibuat seolah-olah menjadi berita

4 QS. An-Nur ayat 19

%6 Linda Wati,”Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam
Hukum Pidana Postif (Tinjaun Berdasarkan Hukum Pidana Islam)”, Al-
Qanun Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, (Maret
2020).

47 Ahmad Wardi Muchlis, Hukum Pidana Islam, 252.
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benar sehingga dapat menggiring opini public agar seolah-
olah memberitahukan bahwa berita bohong tersebut benar
adanya.*®

Hoax bukanlah merupakan suatu singkatan, melainkan
kata dalam bahasa inggris yang berarti tipuan, menipu, berita
bohong, berita palsu, atau kabar burung. Dengan kata lain
dapat diartikan bahwa hoax adalah kata yang mengandung
arti ketidakbenaran suatu informasi. Jika melihat dalam
Undang-Undang tidak ada satupun kata hoax, selanjutnya
dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Sebagai
suatu tindak perbuatan maka potensi mengakibatkan
pelanggaran  terhadap  kepentingan  hukum  berupa,
kepentingan hukum perseorangan, kemudian kepentingan
hukum kolektif atau terhadap kepentingan masyarakat luas
atau Negara.

Berita bohong atau hoax dalam kamus hukum sendiri
kata “berita” dapat diartikan sebagai laporan mengenai
kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar dan suatu
informasi yang terutama yang resmi seperti pers. Sedangkan
kata bohong adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal
atau keaadaan yang sebenarnya sehingga dapat juga diartikan
sebagai dusta.*

Menurut Adam Chazawi, berita bohong ialah “berita
yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang dapat
disebarkan melalui media elektronik seperti yang sering
dijumpai. Berita bohon ini bisa memperdaya orang yang
membacanya. Sifat memperdaya berita bohong yang
disebarkan ~ yang  menyesatkan  umum,  sehingga

48 Theo Sembiring (2017), Hoax Menurut Hukum,
Www.Kompas.Com, Diakses Tanggal 03 April 2023 22.06 WIB.

49 Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, (Jakarta: Pt Asdi
Mahasatya, 2007), 56-60.
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menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan
transaksi elektronik.

Berita hoax dibuat seseorang atau kelompok dengan
beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga
tujuan ekonomi (penipuan), dan politik
(propaganda/pembentukan  opini  publik) atau agitasi
(hasutan). Hoax biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat
ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau
menjadi tanda tanya.

Hoax dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong,
informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus
bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok, cerita bohong, dan
memperdayakan alias menipu.®® Dari pendefenisian terkait
berita bohong tersebut dapat diartikan sebagai informasi atau
berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-
benar merupakan fakta yang terjadi.

Dalam penelusuran perundang-undangan tak satupun
ditemukan kata hoaks yang selanjutnya dikualifikasi sebagai
perbuatan pidana. Hanya saja, dengan mencermati secara
jernih dari makna yang terdapat dalam peristilahan tersebut,
sebagai suatu tindak perbuatan maka potensial
mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum
berupa kepentingan hukum perseorangan, dan kepentingan
hukum kolektif (masyarakat atau negara). Dalam UU ITE
dijelaskan bahwa berita bohong bertujuan untuk menipu,
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/

%0 Christiany Juditha, “Interaksi Komunikasi Hoax Di Media
Sosial Serta Antisipasinya”, Jurnal Pekomnas, Vol. 3, No.1, (2018), 31.
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atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan antar golongan (SARA).*
2. Jenis-Jenis Berita Bohong

Adapun beberapa jenis-jenis berita bohong dijabarkan

sebagai berikut:

1) Fake News, berita bohong: berita yang berusaha
menggantika berita yang asli. Berita ini bertujuan
untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran
dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya
menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori
persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita
bohong bukanlah berita humor terhadap suatu berita.

2) Clickbait, tautan jebakan: tautan yang diletakkan
secara strategis didalam suatu situs dengan tujuan
untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten
didalam tautan ini sesuai fakta namun judinya dibuat
berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk
memancing pembaca.

3) Confirmation bias, bias konfirmasi: kecendrungan
untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi
sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.

4) Misinformation, informasi yang salah atau tidak
akurat terutama yang ditujukan untuk menipu.

5) Satire, sebuah tulisan yang menggunakan humor,
ironi hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari
kejadian yang sedang hangat.

6) Post-Truth, pasca kebenaran: kejadian dimana emosi
lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini
publik.

51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik
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7) Propaganda, aktivitas menyebar luaskan informasi,
fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau
bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini
publik.®?

3. Dampak Menyebarluaskan Berita Bohong

Melakukan tindak pidana menyebarluaskan berita hoax
memiliki banyak dampak yang tentunya akan merugikan diri
sendiri dan orang lain, baik kerugian materi dan non materi
diantaranya:
1) Membekukan kebebasan berekspresi
2) Menghambat kinerja seseorang
3) Merusak popularitas dan karir
4) Perihal pencitraan seseorang atau institusi®?

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
pada Pasal 28 Ayat (1) yang menjelaskan beberapa unsur-
unsur menyebarkan berita bohong yang menyebabkan
kerugian pada konsumen.

Sealur dengan arus informasi yang begitu deras ini
pula, maka masyarakat juga dituntut untuk semakin cerdas
menerima dan mengolah berita dan informasi. Masyarakat
juga perlu memverifikasi setiap berita dan informasi dari
media sosial. Langkah itu bertujuan untuk menyikapi banyak
situs maupun akun di media sosial yang menampilkan berita
bohong demi keuntungan pribadi, sehingga dengan demikian
perlu ada etika dalam menggunakan media. Etika dalam

%2 Dedi Rianto Rahadi, “Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax
Di Media Sosial", Vol. 5, No. 1, (2017), 60-62.

%3 Lu’luil Maknun, Tindak Pidana Menyebarluaskan Berita Hoax
Melalui Media Sosial (Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum
Islam), (Skripsi: Fs Uin Sts Jambi, 2021), 28.
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bermedia ini penting terutama pada saat ini, di tahun-tahun
politik ini etika memiliki peranan penting guna menghindari
permusuhan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan
bangsa. Seyogyanya kemajuan di bidang media sosial
digunakan untuk menyambung silaturahim dan menambah
wawasan, bukan untuk menyebarkan berita bohong, hasutan,
ujaran kebencian, mau pun pesan-pesan bernada provokatif
yang membuat gaduh bangsa. Di tengah arus informasi yang
begitu deras, netizen dituntut lebih cerdas dalam menerima
berita dan informasi. Masyarakat perlu melakukan verifikasi
atau cek ulang setiap kali menerima berita dan informasi dari
media sosial.>*

E. Media Sosial Youtube
Dilihat dari etimologi kata media berasal dari bahasa
Latin medius yang secara harfiah berarti “tengah®,

“perantara” atau “pengantar".1 Media bentuk jamak dari
medium yang secara harfiah berarti “perantara”, merupakan
sarana komunikasi. Adapun menurut Gerlach & Ely dalam
buku Azhar Arsyad, bahwa media jika dipahami secara garis
besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang
membangun kondisi, yang menyebabkan siswa mampu
memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang
dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari
2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah,
menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat

% Achmadudin Rajab, “Urgensi Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna
Membangun Etika Bagi Pengguna Media. Jurnal Legislasi Indonesia,
Vol. 14, No. 4 (2017), 467.
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di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe
Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai
macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film,
klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir
seperti blog video, video orisinal pendek, dan video
pendidikan.

Media YouTube merupakan layanan video berbagi
yang disediakan oleh Google bagi para penggunanya untuk
memuat, menonton dan berbagi klip video secara gratis.
YouTube merupakan wujud dari pergeseran teknologi
internet (world wide web) dari “read only web” ke “read
write web”,3 yakni dari keadaan ketika internet hanya
menyediakan sumber bacaan bagi penggunanya ke keadaan
ketika internet menyediakan sarana bagi penggunanya untuk
membuat dan membagikan sumber bacaan bagi pengguna
yang lain. Pergeseran tersebut menyebabkan YouTube
menjadi salah satu media sosial yang praktis dan mudah
diakses, sehingga saat ini YouTube merupakan situs paling
populer dan ditonton oleh ribuan orang tiap harinya.

MOST ACTIVE SOCIAL MEDIA PLATFORMS

PERCENTAGE OF INTERNET USER GE FORM [SURVEY BASED)

B socinEwork

MESSENGER / VOIP

| Hootsuite- évfgm
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Data grafik diatas mengungkapkan bahwa YouTube
merupakan media sosial yang sering di kunjungi oleh warga
Indonesia. YouTube di akses oleh semua kalangan mulai dari
anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua sekalipun,
mulai dari memutar musik melihat video tutorial, review dan
lain sebagainya. Adapula jejaring sosial yang sangat popular
sampai sekarang ini yang telah menjadi website konten
audiovisual berhasil sebagai media penyebaran informasi di
internet. Para pengguna internet pasti sudah pernah
menggunakan YouTube, baik untuk media hiburan maupun
untuk mencari berbagai informasi dan video tutorial.
Kesuksesan YouTube di dunia internet juga memacu banyak
perusahaan untuk membuat channel khusus di YouTube.>®
Adapun istilah-istilah dalam media Youtube yaitu:

a. Subscribe, membantu kita untuk dengan mudah
mengikuti informasi terbatu dari channel favorit.

b. Streaming: proses mengalirkan atau mentransfer data dari
server kepadahost dimana data tersebut
merepresentasikan informasi yang harus disampaikan
secara langsung (real time)

c. Buffering: jeda waktu yang kita rasakan pada saat kita
inging mengakses seuatu di internet, terutama file video
semisal di YouTube, dimana kita melihat tanda seperti
jam pasir, melingkar lingkar beberapa saat sampai
akhirnya file yang ingin kita akses pun berhasil keluar.

d. VLOG (Video Blog): Sebuah konten kreatif yang dibuat
oleh seseorang atau YouTubers untung membagikan diary
kehidupannya dalam bentuk video yang sengaja di
tayangkan kepada banyak orang secara gratis.

% Usman Hamid, Dynamo: Digital Nation Movement,
(Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2014), 15.
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e. YouTubers: Adalah Sebuah istilah yang ditujukan bagi
mereka yang sering berbagi video melalui kanal
YouTube. Profesi ini memang bisa mendatangkan
keuntungan. YouTubers biasanya membuat sebuah video
lucu, menarik, unik, kreatif, ataupun video tentang
kesehariaanya (VLOG). Dan merupakan hobinya di
waktu luang. Kalau videonya cukup ramai subscribernya
pun akan bertambah setiap harinya tapi itu tergantung
dengan video yang dibuatnya. *®

Adapun jenis konten video di Youtube:

a. Video Music. Jenis video ini menduduki peringkat
pertama jumlah rating penonton di YouTube, jenis video
hiburan ini tak lekang oleh waktu. Setiap saat pasti ada
yang baru, tak jarang juga banyak artis dan penyanyi
berbondong bondong mendaftarkan  royalti  dan
mengklaim hak cipta.

b. Video Movie/ Film. YouTube telah menggiring para
penonton untuk menikmati movie atau film cukup di
rumah saja.

c. Video Lucu atau Funny Video. Hiburan yang di sajikan
terkadang sederhana, tetapi konsep untuk menghibur
orang itulah yang paling penting. Orang bisa melepas
kelelahan dengan melihat video yang lucu, tak jarang juga
bisa menyembuhkan stres walaupun hanya sesaat. Jenis
video ini mempunyai jumlah rating penonton yang cukup
tinggi, sebagai contoh YouTuber Indonesia muda yang
sukses adalah Deddy Corbuzier.

d. Video Olahraga. Jumlah penonton jenis video ini juga
termasuk lumayan tinggi, banyak orang tidak sempat
melihat siaran langsung olahraga karena urusan waktunya

6 Jefferly Helianthusonfri, Youtube Marketing, (Jakarta: Pt.
Gramedia, 2014), 29.
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sendiri. Di wilayah Eropa dan Amerika jenis video
olahraga yang menantang banyak di gemari, banyak juga
para YouTuber dari sana yang berlomba-lomba membuat
video semacam ini.

. Video Tentang Game. Bukan lagi menjadi pembicaran
umum kalau game disukai semua kalangan, baik yang
muda maupun usia menengah. Game video tentang dan
strategi banyak di upload para gamers. Video ini menjadi
populer dikalangan gamers lainnya.

. Video Berita. tidak sedikit banyak orang yang

mempunyai banyak  waktu  untuk  mengikuti
perkembangan berita,sebagian dari mereka hanya bisa
melihat rekaman video saja. Biasanya video yang
disajikan adalah video yang paling hangat, tentang politik
serta kejadian kriminal. Saat ini banyak video yang
melambung jumlah penontonnya tentang gejolak Timur
Tengah.

. Video Tutorial. Jenis video ini banyak digemari oleh
orang-orang yang ingin belajar secara langsung, biasanya
orang akan lebih jelas jika langsung melihat medianya
dan langsung mempraktekan. Video jenis tutorial ini
sangat banyak membantu bagi orang yang awam
sekalipun. Contoh video yang membahas cara mengedit
video dan efek, photoshop, belajar gitar, tutorial membuat
blog, serta banyak lagi.

. Video Pengajaran dan Ilmu Pengetahuan. Konten yang
satu ini merupakan menyajikan materi pelajaran atau
yang lainnya secara berbeda, bias mulai dari video orang
menerangkan materi, berupa animasi, berupa slide,
kartun, dan lain sebaginya untuk menarik minat yang
menoton video tersebut.
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i. Video Unik, Aneh, dan Menarik. Video ini juga mendapat
banyak perhatian dari banyak penonton, banyak sekali
yang tertarik untuk melihat jenis video ini. Banyak hal
yang unik dan aneh yang terjadi di belahan dunia, tidak
sedikit pula yang merekamnya secara langsung dan
mengupload videonya ke YouTube.

jo Video Tentang Alam dan Wisata. Video yang
mengekspos alam bagi yang menyukai berpetualang atau
menjelajah, cukup banyak wisatawan asing mengenal
Indonesia hanya dari melihat video saja.’’

5" Gani Sebastian, “10 Jenis Video Yang Banyak Menghasilkan
Uang Di  Youtube”, Diakses Pada 10 April 2023,
Https://Www.Klikmania.Net/10-Jenis-Video-Yang-Banyak-
Menghasilkanuang-Di-Y outube.
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A. Kronologi Kasus

Quotex merupakan perusahaan platform broker dengan
sistem binary option, dengan kegiatan atau permainan yang
dimainkan seolah-olah menyerupai trading atau jual beli aset
mata uang asing atau valuta asing dan Crypto Currency/mata
uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, yang cara
penggunaan platform tersebut yaitu member atau pengguna
yang telah mendaftar di Quotex awalnya melakukan deposit
ke virtual account ataupun melalui kartu kredit ke akun
member di Quotex, selanjutnya pengguna dapat memilih
produk yang dapat dimainkan, dimana Quotex menyediakan
chart/grafik untuk digunakan dalam menganalisis (versi
Quotex), lalu pengguna memilih jumlah besaran dana dan
memilih batas waktu yang digunakan untuk bermain di
platform ini, ketika pengguna memprediksi dalam waktu
tertentu (1 menit — 1 hari) harga akan berada naik di atas
harga saat ini, maka pengguna akan memilih Naik, dan pada
saat waktu yang ditentukan tersebut ternyata harga benar-
benar berada di atas harga saat ini, maka pengguna akan
mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari nilai yang
dimainkan oleh pengguna, namun sebaliknya jika ternyata
harga di bawah harga saat ini, maka pengguna akan
kehilangan 100% dari nilai dana yang dimainkan oleh
pengguna.

Selanjutnya berawal pada pertengahan bulan Maret
2021 ketika terdakwa mendaftar sebagai trader pada website
guotex www.quotexbroker.com/id dengan menggunakan
komputer milik terdakwa dengan Asus ROG warna Hitam
dirumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ciburial
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Timur RT/RW.003/006 Kel. Soreang Kec. Soreang Kab.
Bandung Propinsi Jawa Barat, dengan nama akun pada
Quotex yang digunakan oleh terdakwa yaitu King Salmanan
dengan password : Doni@1248, kemudian alamat email
yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar yaitu akun
kingsalmanan@gmail.com serta identitas yang digunakan
berupa KTP dengan NIK 3204370410980001 atas nama
DONI MUHAMMAD TAUFIK. Selain mendaftar sebagai
member di Quotex, pada pertengahan Maret 2021 terdakwa
juga mendaftar sebagai afiliator Quotex yaitu kerja sama
dengan Quotex untuk mengajak dan mempromosikan Quotex
kepada orang-orang agar tertarik untuk mendaftar dan
mendepositkan dananya pada akun Quotex, adapun cara
terdakwa mendaftar sebagai Afiliator yaitu dengan
menggunakan Laptop Mchook Pro warna Silver merk Apple
milik terdakwa, dengan cara mendaftar dari website
www.partner. Quotex -broker.com, kemudian terdakwa
mengisi data email yang digunakan yaitu
kingsalmanan@gmail.com, Kartu Tanda Penduduk (KTP)
milik terdakwa dan rekening Bank BCA dengan nomor
rekening 8105427111 atas nama Doni M. Taufik, dan setelah
terdakwa melakukan  pengisian data-data  tersebut,
selanjutnya terdakwa mendapatkan link pendaftaran Quotex
yaitu https://bit.ly/registrasiquotexvvipkingsalmanan yang
nantinya link tersebut akan terdakwa berikan kepada orang-
orang Yyang ingin membuat akun pada Quotex untuk
melakukan permainan pada platform Quotex.

Tujuan terdakwa dalam mendaftar sebagai Afiliator
Quotex yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari setiap
orang yang berhasil diajaknya untuk bermain di platform
Quotex, dimana keuntungan sebagai Afiliator Quotex bisa
didapatkan dengan cara Revenue Share Model, yang
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maksudnya adalah bahwa jika Afiliator berhasil membuat
beberapa orang untuk membuat akun pada Quotex melalui
link pendaftaran yang afiliator berikan (kode referal) dan
kemudian mendepositkan uangnya untuk bermain trading di
Quotex, maka Afiliator akan diberikan pembagian
keuntungan dari keuntungan yang didapatkan Quotex, yang
besarnya telah ditentukan oleh Quotex.

Setelah terdakwa mendaftar sebagai Afiliator Quotex
dan mendapatkan link pendaftaran Quotex yaitu
https://bit.ly/registrasiquotexvvip kingsalmanan, selanjutnya
terdakwa mengajak masyarakat luas untuk mendaftar sebagai
member Quotex pada link tersebut, yang dilakukan terdakwa
melalui akun media sosial Terdakwa yaitu akun Youtube
”King salmanan” dengan URL
https://youtube.com/c/kingsalmanan, dengan alat yang
digunakan oleh terdakwa yaitu Laptop Asus ROG warna
Hitam. Adapun cara ajakan terdakwa melalui akun Youtube
”’King Salmanan” yaitu dengan memposting beberapa konten
video dengan mencantumkan link
https://bit.ly/registrasiquotexvvipkingsalmanan untuk
pendaftaran Quotex yang terafiliasi oleh akun afiliator
Quotex milik terdakwa, dengan konten video.

Selain video-video tersebut, terdakwa juga telah
memposting beberapa video lainnya dalam kurun waktu
bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, akan
tetapi terdakwa telah menghapus konten-konten video
tersebut dikarenakan adanya permintaan dari Satgas
Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk
menghapus seluruh konten-konten, grup telegram dan akun-
akun yang berhubungan dengan binary option, sehingga
terhadap konten-konten video tersebut tidak dapat ditelusuri
kembali. Bahwa postingan-postingan video mengenai
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Quotex yang telah diposting pada media sosial youtube
”’King Salmanan” dengan URL https://youtube.com/c/
kingsalmanan, dibuat oleh terdakwa dengan mengandung
berita bohong dan menyesatkan.

Akibat adanya berita bohong dan menyesatkan dari
terdakwa tersebut, Masyarakat yang tertarik menjadi
konsumen untuk menggunakan jasa layanan Quotex dengan
mendaftar menjadi trader Quotex dan  kemudian
mendepositkan dananya melalui payment gateway yang
disediakan oleh Quotex, pada akhirnya seluruh konsumen
atau trader mengalami kekalahan atau kerugian meskipun
telah mengikuti cara yang ditunjukkan oleh terdakwa,
adapun nilai kerugian yang dialami oleh para korban
berdasarkan laporan korban melalui Posko Pengaduan
trading Quotex, yang diperkuat dengan hasil perhitungan
ulang dari ahli akuntansi dengan nilai kerugian sebesar Rp.
24.366.695.782 (dua puluh empat milyar tiga ratus enam
puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh
ratus delapan puluh dua rupiah) yang didapat dari 142
(seratus empat puluh dua) korban yang melapor.

Hingga dengan adanya laporan tersebut terdakwa
ditahan sejak tanggal 9 Maret 2022 hingga 25 Oktober 2022.
Lalu menjalani persidangan di tingkat pertama di Pengadilan
Negeri Bale Bandung dengan mendapatkan vonis dari hakim
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Atas
putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Bandung tertanggal 21 Desember 2022
mengajukan permintaan banding dengan vonis majelis hakim
yakni pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana
denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
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dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka
diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penyebaran
Berita Bohong Melalui Youtube Yang Menyebabkan
Kerugian Konsumen (Putusan Nomor:
1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)

Didalam memutus sebuah perkara dan
mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi
pidana, seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan
tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Putusan
pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada
sidang pengadilan yang terbuka untuk umum agar dapat
menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat
dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh
pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin
dikemukakan.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara terlebih
dulu memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan
terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang
dapat dipidana, serta hal-hal meringankan dan memberatkan.

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi
Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen
hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang
kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan
tidak adil. Seharusnya fakta persidangan merupakan
dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim
sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang
kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai
apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa
yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan
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apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas
perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan
hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu:
kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga
putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang
diajukan oleh pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah
yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian
hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis
(keadilan).®®

Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas
secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional
dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu
mudah untuk mengusahakannya kompromi terhadap unsur-
unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap
menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan
apa yang di harapkan masyarakat, biasanya berputar pada
sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum)
dengan unsur folosofis (keadilan) ditampung didalamnya.
Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul
kegaduhan. Namun jika terlalu fokus pada kepastian hukum,
maka akibatnya.

Tidak baik dan akan menimbulkan rasa tidak adil.
Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara hakim terikat
dengan hukum acara, yang mengatur dari sejak memeriksa
hingga memutus. Hasil pemeriksaan tersebut lah yang
nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk
menetapkan putusa. Fakta-fakta yang terungkap dalam

% G.A. Prabowo, Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor
547/Pid.B/2009/PN. Mlg tentang Tindak Pidana Korupsi yang
Dilakukan  Karena Perintah  Atasan, (Malang:  Universitas
Muhammadiyah Malang).
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persidangan merupakan bahan utama sebagai acuan untuk
pertimbangan dalam suatu putusan sehingga Kketelitian,
kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan atau
menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan
menentukan terhadap hasil putusan. Maka setiap individu
hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam
memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam
menetapkan keputusan.

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta selama
dipersidangan dalam putusan Nomor
1/Pid.Sus/2023/PT.BDG hakim menetapkan putusan sebagai
berikut:

a. Menyatakan bahwa terdakwa Doni Muhammad Taufik
alias Doni Salmanan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

b. Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi
elektronik sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama.

c. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam
dakwaan kedua pertama.

d. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan
pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6
(enam) bulan.

e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan menetapkan terdakwa tetap berada dalam
tahanan

f. Menetapkan barang bukti berupa:
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1. 1 (satu) bundle bukti transfer deposit dan withdraw
2. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi file:

a)

b)

d)

9)

Hasil download video youtube dengan judul
“Trading Profit 500jt 1 Minggu, Langsung
Giveaway 4 Motor Gaskeun Ikutan Skuyy”
dengan  link  https://youtu.be/t1U0fvz5QhA
beserta screenshot-nya

Hasil download video Youtube yang berjudul
“Trading Quotex Profit 100jt Menggunakan
Metode Nyambang Nur Nyambung” dengan link
https://you.tube/6YEe9jb8mw beserta
screenshot-nya

Hasil download video youtube yang berjudul
“Modal Trading 70juta Profit 4 Milyar (Kisah
Pengalaman Trading Doni Salmanan)” dengan
link  https://you.tube/UIM6mMgxvAhU  beserta
screenshot-nya.

Hasil download video Youtube yang berjudul
“titik balik doni salmanan! Crazy rich Indonesia”
dengan link
https://www.you.tube.com/watch?vuNBAUDbigEI
beserta screenshot-nya.

Screenshot tampilan video pada chanel youtube
Doni Salmanan dengan url
https://youtube.com/e/kingsalmanan

Screenshot tampilan website Quotex dengan url
www.Quotex-broker.com.id.

Screenshot tampilan profil group telegram
“Signal Quotex Kingsalmanan”, “Vip Quotex
Kingsalmanan.


https://youtu.be/t1U0fvz5QhA
https://you.tube/6YqEe9jb8mw
https://you.tube/UIM6mqxvAhU
https://www.you.tube.com/watch?vuNBAUbigEl
https://youtube.com/e/KINGSALMANAN
http://www.quotex-broker.com.id/
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1 (satu) bundle print-out tampilan website Quotex,
Youtube Doni Salmanan, dan group telegram king
salmanan.

4. 1 (satu) bundle mutasi rekening tahapan BCA nomor
rekening 8105427111 atas nama Doni M Taufik
periode Desember 2021s/d Februari 2022.

5. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor
+6281311888869.

6. 1(satu) buah fotokopi KTP atas nama Doni M Taufik
dengan NIK 3204370410980001.

7. 1 (satu) buah akun chanel Youtube Kingsalmanan
dengan alamat url
https://www.youtube.com/c/KINGSALMANAN?app=
desktop&cbrd=1.

8 1 (satu) buah akun email
donimuhammadtaufik041098@gmail.com

9. Mutasi rekening nomor rekening 1117777999999 atas
nama Doni Muhammad Taufik dari tanggal 31
Desember 2021 s/d 22 Februari 2022, yang
menunjukkan detail tanggal, nominal transaksi.

10. Mutasi rekening BCA nomor 4379932999 atas nama
Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta
uang yang terdapat dalam rekening senilai USD
Rp1.300,- (seribu dollar amerika serikat)

g. Membebankan biaya perakara kepada terdakwa dalam dua
tingkat peradilan yang ditingkat banding berjumlah

Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari selasa tanggal 14
Februari 2023. Dalam memutuskan ataupun menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa baik yang didasarkan pada hukum
tertulis maupun hukum tidak tertulis tidak dibenarkan


https://www.youtube.com/c/KINGSALMANAN?app=desktop&cbrd=1
https://www.youtube.com/c/KINGSALMANAN?app=desktop&cbrd=1
mailto:donimuhammadtaufik041098@gmail.com
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bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam
menetapkan sebuah putusan para majelis hakim memiliki
pertimbangan-pertimbangan hukum yang nantinya akan
mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum. Hakim
dalam menjatuhkan putusan pidana dengan mencari kebenaran
formil dan materil selama dipersidangan yang dijadikan dasar
dalam pertimbangan Hakim.

Hakim diberi wewenang oleh undangundang untuk
menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana, ia
harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara. Dalam
memberikan putusan hakim dipengaruhi banyak hal baik yang
ada pada dirinya maupun sekitarnya antara lain agama,
kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga
dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang
mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.>®
Namun yang perlu diperhatikan adalah putusan yang ideal adalah
putusan yang mengandung aspek kepastian, kemanfaatan, dan
keadilan. Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak
pidana penipuan, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan.
Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana
penyebaran berita bohong yang bersifat yuridis dibandingkan
yang bersifat non-yuridis.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis
Pertimbangan yang  bersifat  yuridis adalah
pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor
yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-
undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam
putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

% Sulardi, Yohana, “Legal Certainty, Purposiveness, And Justice
in the Juvenile Crime Case”, Jurnal Yudisial VVol. 8, No. 3, (Desember,
2015), 251-268.
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a. Dakwaan jaksa penuntut umum
Dakwaan Penuntut Umum digunakan oleh hakim sebagai
bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan
putusan. Perumusan dalam dakwaan didasarkan atas hasil
pemeriksaan, dan didalam putusan Nomor Register
1/PID.SUS/2023/PT BDG dalam dakwaan penuntut
umum terhadap terdakwa berdasarkan surat dakwaan:
Telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana
“Secara Sah Dan Meyakinkan Terbukti Bersalah
Melakukan Tindak Pidana Menyebarkan Berita
Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan
Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik
Serta Tindak Pidana Pencucian Uang” perbuatan
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 390 KUHP tentang ITE dan pasal 620 KUHP
tentang pencucian uang.
b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Sebagaimana dalam surat tuntutan, bahwa jaksa penuntut
umum menuntut terdakwa Doni Muhammad Taufik alias
Doni Salmanan, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan tanpa
hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi
Elektronik”danperbuatan  “menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau
surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan
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tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
Harta Kekayaan”, sebagaimana dalam Dakwaan
KESATU Alternatif Pertama melanggar Pasal 45A ayat
(1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik DAN Dakwaan KEDUA Alternatif
Pertama melanggar Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.

Serta menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa Doni
Muhammad Taufik alias Doni Salmanan dengan pidana
penjara selamal3 (tiga belas) tahun dikurangi selama
terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah
terdakwa tetap ditahan.

. Vonis Majelis Hakim

Sebagaimana dalam surat dakwaan pada putusan hakim
pengadilan tinggi bandung Nomor 1/PID.SUS/2023/PT
BDG, bahwa jaksa penuntut umum menuntut terdakwa
Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan, majelis
hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama
20 (dua puluh) tahun, dimana menurut jaksa penuntut
umum bahwa terdakwa Doni Salmanan “Secara Sah
Dan Meyakinkan Terbukti Bersalah Melakukan
Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan
Menyesatkan  Yang  Mengakibatkan  Kerugian
Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Serta Tindak
Pidana Pencucian Uang” sebagaimana diatur dan
diancam dalam dakwaan pasal 390 KUHP dan pasal 620
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KUHP. Adapun yang menjadi hal yang memberatkan dan

meringankan terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak jujur ketika mempromosikan Quotex
menyembunyikan besaran persentase keuntungan
afiliator.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa patuh pada rekomendasi dari Satgas
Waspada Investigasi untuk menghentikan promosi
platform Quotex dengan cara menghapus konten dan
video promosinya.

2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

3. Terdakwa koperatif dan sopan selama persidangan.

4. Terdakwa belum pernah dihukum.

. Keterangan saksi

Dalam ketentuan pasal 1 butir 26 KUHAP yang berbunyi

sebagai berikut:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam

perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut
alas an pengetahuannya itu”

Keterangan  saksi  tersebut  disampaikan  dalam

persidangan dipengadilan dibawah sumpah. Dalam

hubungannya ini, keterangan saksi yang berupa hasil
yang diperoleh informasinya melalui keterangan pihak
lain atau disebut dengan “Testimonium de auditu” dan
bukan saksi ataupun keterangan saksi. Artinya adalah

saksi-saksi dalam meyampaikan keterangannya di

persidangan harus sesuai dengan fakta yang ada dan yang

sebenar-benarnya terjadi, baik dari yang mereka dengar
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sendiri, mereka saksikan sendiri, serta mereka mengalami
nya sendiri.

Sebagaimana pada Putusan Hakim Pengadilan Tinggi
Bandung Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG, penuntut
umum telah mengajukan saksi-saksi termasuk saksi ahli
dalam persidangan di bawah sumpah sebagai bahan
pertimbangan majelis hakim dalam membuktikan
dakwaannya, yang intinya diterangkan berikut ini:

1. Saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M.

Saksi MASUROH

Saksi RIZKY FEBIAN

Saksi REZA OKTAVIAN

Saksi BAMBANG TRENGGONO

Saksi MUHAMMAD RIZKY

Saksi AUWALUR RIZQI AL FIRORI

Saksi ZAENAL MUTAQIN

Saksi MUHAMMAD ATTAMIMI J.

© oo N Ok wd

Terkait saksi-saksi yang disebutkan di atas, telah

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M yang
merupakan istri terdakwa diantaranya sebagai berikut :
Uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
pada sekitar bulan November 2021 untuk keperluan
DP vendor pernikahan via transfer ke WAWP
wedding planner. Uang senilai Rp 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) pada sekitar bulan Januari 2022
untuk keperluan sehari-hari via transfer dari rekening
BCA Doni M. Taufik ke rekening BCA milik saksi
pribadi a.n DINAN NURFAJRINA FAUZAN. Uang
senilai Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) pada
sekitar bulan Ferbruari 2022 untuk keperluan bulanan
atau kebutuhan sehari-hari. Uang senilai Rp 5.000.000
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(lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) untuk keperluan pembayaran WIFI rumah dan
listrik..Selain berupa uang, terdakwa juga diketahui
telah memberikan sejumla h barang dari hasil
keuntungan sebagai Afiliator Quotex kepada saksi
DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M diantaranya
sebagai berikut : Mahar (senilai $15.000) dan mas
kawin (cincin, gelang, kalung dan anting) senilai
kurang lebih Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)

. Selain  kepada saksi DINAN NURFAJRINA
FAUZAN, S.M selaku istri terdakwa, diketahui
terdakwa juga menggunakan uang hasil keuntungan
sebagai afiliator Quotex untuk diberikan secara cash
kepada saksi MASUROH yang merupakan ibu
kandung terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Maret 2021
sampai dengan bulan Januari 2022 atau total sebesar
Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juita rupiah)
yang digunakan untuk keperluan atau kebutuhan hidup
sehari-hari.

. Saksi RIZKY FEBIAN sebesar Rp 400.000.000,-
(empat ratus juta rupiah) pada tanggal 7 September
2021 dengan cara di trasnfer dari rekening Bank BCA
milik terdakwa dengan nomor rekening 3790373161
ke rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor
rekening 4377779800, yang diperuntukan untuk
pembelian atas kegiatan lelang minuman yang diracik
oleh saksi pada tanggal 5 September 2021, dimana
dana hasil lelang tersebut dipergunakan untuk kegiatan
donasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

. Saksi REZA OKTAVIAN sebesar Rp 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) pada tanggal 3 Juli 2021, yang
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diberikan terdakwa pada saat menonton live streaming
saksi REZA OKTAVIAN pada saat bermain game
online Ragnarok X di studio saksi dengan alamat
Gading Grande Resinden, Nomor 7A, Kel.
Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta
Utara, Prov. DKI Jakarta, dengan cara menggunakan
SOCIA BUZZ dengan alamat website
www.sociabuzz.com dengan nama YB, adapun
rekening yang digunakan adalah Rekening Bank BCA
dengan nomor 0760025453 atas nama saksi sendiri
yaitu REZA OKTOVIAN.

. Saksi BAMBANG TRENGGONO sebesar Rp.
1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)
pada tanggal 8 Desember 2021 untuk bantuan korban
bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di
Kabupaten Garut Jawa Barat melalui Jabar Quick
Response dengan cara ditransfer ke rekening Bank
Jabar atas nama JABAR QUICK RESPONSE dengan
nomor rekening 0096521091001 dari rekening Bank
BCA milik sdr. EGI JULWAN SYAHGINANJAR
dengan nomor rekening 1390162231 pada tanggal 9
Desember 2021.

. Saksi MUHAMMAD RIZKY sebesar Rp 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2021
untuk sumbangan terdakwa yang diberikan kepada
saksi MUHAMMAD RIZKY pada  saat
melangsungkan  resepsi  pernikahan yang  di
selenggarakan di gedung pertemuan Tribrata Jakarta
Selatan. Saksi AUWALUR RIZQI AL FIRORI Rp.
497. 811.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh
delan ratus sebelas ribu rupiah) secara bertahap
sebanyak 4 (empat) kali selama 2 (dua) bulan (Juli —
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Agustus 2021) untuk pendanaan projek
WONDERLAND INDONESIA CV. Bumi Terindah
dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA
atas nama CV. Bumi Terindah dengan nomor rekening
8020821818.

. Saksi  ZAENAL  MUTAQIN  sebesar Rp
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 08
Februari 2022 dengan cara cash, adapun uang tersebut
diperuntukan sebagai titipan uang dari terdakwa yang
akan dipergunakan untuk penambahan modal usaha
aquarium saksi ZAENAL MUTAQIN

. Saksi MUHAMMAD ATTAMIMI J. menerima 1
(satu) buah tas pria Cristian Dior pada tanggal 23
November 2021. Bahwa masyarakat yang mendaftar
sebagai trader QUOTEX merupakan konsumen
berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, dimana pada Pasal 1
angka 2 jo. Penjelasan Pasal 1 angka 2 menyebutkan
konsumen adalah setiap orang pemakai barang
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan”, selanjutnya pada Pasal 1 angka 4
memberikan pengertian Barang adalah “setiap benda
baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun
tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen”. Kemudian pada Pasal
1 angka 5 memberikan pengertian Jasa adalah “setiap
layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang
disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh
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konsumen”. Berdasarkan pengertian konsumen,
barang dan/atau jasa sebagaimana di jelaskan dalam
ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen tersebut, maka para korban
yang tertarik ikut melakukan trading melalui link yang
dibuat oleh terdakwa yaitu dengan mendaftar dari
website www.partner.quotex-broker.com, termasuk
kategori konsumen karena para korban diwajibkan
untuk melakukan deposit sebelumnya, dan selanjutnya
para korban menerima jasa layanan untuk dapat
dimanfaatkan berupa melakukan transaksi dengan
tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

e. Barang bukti

Pasal 45a ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.
2. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam

menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat

yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat

pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang

bersifat non-yuridis yaitu:

a) Akibat perbuatan terdakwa

b) Kondisi diri terdakwa

Dari sini penulis berpendapat bahwa, para terdakwa
telah mengakui perbuatannya yang telah melanggar hukum
sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam
mengambil putusan, serta beberapa keterangan saksi yang
memberikan kesaksian yang telah disumpah.

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari
kebenaran yang terungkap di persidangan yang di putus oleh
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Majelis Hakim. Menurut Lilik Mulyadi, putusan sendiri
terdapat 3 bentuk putusan yaitu, putusan bebas, putusan
lepas, dan putusan pemidanaan terhadap para terdakwa.®
Dalam kasus ini, Majelis hakim memberikan putusan
pemidanaan kepada terdakwa dengan pidana penjara 8
(delapan) tahun karena terdakwa secara sah dan meyakinkan
telah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 45a dan tindak
pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak
pidana pencucian uang.

Sehubungan dengan putusan Nomor
1/PID.SUS/2023/PT BDG dalam kasus ini, ada beberapa hal
yang ingin penulis paparkan. Tetapi ada beberapa hal yang
wajib kita ketahui tentang putusan pemidanaan sebagaimana
yang diputuskan Majelis hakim kepada terdakwa dalam
kasus ini. Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan
berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan oleh penuntut umum kepadanya. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa, fakta-fakta dalam
persidangan membuktikan bahwa terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah. Terbukti dalam artian
memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana di
jelasakan dalam pasal 184 KUHAP.

80 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum
Acara Pidana Indo nesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat
dan Permasalahnya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 129.
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Dalam kasus ini, hal tersebut telah terpenuhi dengan di
hadirkannya para saksi dan terdakwa yang telah dimintai
keterangan oleh Majelis Hakim, kemudian dari keterangan
tersebut, maka dapat diperoleh petunjuk yang dapat
disimpulkan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana
penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen serta tindak pidana
pencucian uang. Keterangan yang diberikan oleh saksi, ahli
surat dan terdakwa yang memiliki kesamaan kejadian yang
satu dengan yang lainnya. Jadi dalam kasus ini terdapat 136
(seratus tiga puluh enam) alat bukti yang sah, yaitu
keterangan saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa,
kemudian dari keempat alat bukti tersebut Majelis Hakim
dapat menarik kesimpulan bahwa benar terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana tindak pidana penyebaran berita
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian
konsumen serta tindak pidana pencucian uang.

Dalam kasus ini Penuntut Umum mendakwa terdakwa
dengan pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat Undang-Undang
No 11 Tahun 2008 tentang ITE (1) serta pasal 3 Undang-
Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Tentang Pencegahan
Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun bila putusan tersebut
dikaitkan dengan aturan pidana yang mengatur baik di dalam
kedua undang-undang yang telah disebutkan di atas.
Terdapat ketidaksesuaian antara vonis dan aturan yang ada,
dimana dalam putusan terdakwa hanya dijatuhkan pidana
penjara selama 8 (delapan) tahun. Padahal terdapat dua
undang-undang yang dikenakan terhadap terdakwa dengan
ancaman pidana penjara paling banyak 6 (enam) tahun dan
pidana penjara paling banyak 20 (dua puluh) tahun. Menurut
penulis, hakim dalam memvonis putusan tersebut hanya
berdasarkan kepada permasalahan ITE saja, seharusnya juga
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lebih memperhatikan terhadap aset dan harta yang telah
dicuci oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dengan
mengorbankan serta telah merugikan banyak orang atas apa
yang telah diperbuatnya. Dalam hal ini, penulis sendiri
memberikan pandangan bahwa terdakwa harus divonis
pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun seperti apa yang
dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dengan
memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan hukum
sehingga antara korban dan pelaku mendapatkan keadilan
yang rata tanpa adanya keputusan berat sebelah pihak yang
dapat merugikan salah satu pihak.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Pelaku Penyebaran
Berita Bohong Melalui Youtube Yang Menyebabkan
Kerugian Konsumen (Putusan Nomor:
1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)

Berita bohong merupakan hasil akhir dari berita yang
direkayasa melalui proses perekayasaan berita.® Di
dalamnya terdapat isi yang tidak sesuai dengan kebenaran
atau keadaan yang ada sebenarnya (Materiele Waarheid).®?
Muhammad Alwi Dahlan, berpendapat bahwa berita bohong
merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan
bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman
yang salah. Sedangkan menurut Dedi Rianto Rahadi, berita
bohong ialah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca
atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang

61 Tsarina Maharani, Kominfo Identifikasi 486 Hoaks sepanjang
April 2019, 209 Terkait Politik, Diakses Pada 03 Juni 2023
https://news.detik.com/berita/d-4532182/kominfo-identifikasi-486-
hoaks-sepanjang-april-2019-209-terkait-politik

62 Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, Tindak Pidana Pemalsuan,
(Jakarta: RajaGrafindo, 2016), 236.
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pembuat berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut
adalah palsu.®

Pada umumnya bertujuan untuk bercanda atau sekedar
untuk mendapat kesenangan saja. Kenyataannya hoaks
dijadikan alat propaganda dengan tujuan politis, misalnya
melakukan pencitraan atau sebaliknya, memburukkan citra
seseorang atau kelompok. Banyak ditemukan berita bohong
yang dijadikan berita untuk menghasut, memberikan
ramalan-ramalah, bahkan untuk menyudutkan pemerintah.
Berita bohong juga bertujuan membuat pikiran siapapun
pembacanya ke arah yang menyesatkan. Berita bohong
merupakan contoh negative kebebasan berbicara dan
berpendapat di media sosial. Dengan mudahnya
menyebarkan hoks yang membuat siapapun bisa melakukan
perbuatan ini, hoaks menjadi salah satu fenomena kejahatan
dunia maya yang mengkhawatirkan.®

Islam sebagai agama yang sempurna, yang mengatur
segala sendi-sendi kehidupan manusia termasuk dalam hal
berkomunikasi menyampaikan informasi. Dalam Islam
berkomunikasi dan menyebarkan informasi harus dilakukan
dengan adab atau etika yang baik dan benar. Harus sesuai
dengan konsep kejujuran (Shiddig) yang menurut bahasa
Arab shaddaqa berarti benar, jujur, dapat dipercaya, ikhlas,
tulus, keutamaan kebaikan, dan kesungguhan. Tidak
dibenarkan dalam menyampaikan berita atau informasi
dengan cara melebih-lebihkan, mengurangi, mengada-ngada,
ataupun memutar balikkan fakta yang sebenarnya.

8 Dedi Rianto Rahadi, “Perilaku Pengguna dan Informasi Hoaks
di Media Sosial”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 5, No. 1,
(2017), 61.

84 Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik
(Studi Kasus: Prita Mulyasari), (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 40.
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Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Isra ayat

53,
Sy 88 phith & B {5l oty & Fest o o sk e s
G e

Artinya: “Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku,
“Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang
lebih baik (benar). Sungguh, setan itu (selalu)
menimbulkan di antara mereka. Sungguh, setan
adalah musuh yang nyata bagi manusia.®

Dalam istilah figh, berita bohong serupa dengan
fitnah, adu domba, dan sebagainya. Hal serupa juga sepadan
dengan perkataan ghibah. Seperti Al-Ghazali dalam Bidayah
al-Hidayah mendefinisikan dengan “cacat atau kekurangan
yang di sebarluaskan yang jika si korban mendengar dia
tentu merasa tidak nyaman.”®®

Imam Nawawi al-Bantani dalam syarah Bidayah al-
Hidayah menjelaskan bahwa bentuk reaksi ghibah
menurutnya adalah setiap perbuatan yang mengindikasikan
bahwa pelaku ingin menujukkan kekurangan orang lain
dalam berbagai hal seperti fisik, silsilah keluarga, perilaku,
perbuatan, ucapan, agama, harta, pakaian, rumah dan
kendaraan.

Istilah berita bohong (hoax) dalam Alguran bisa
diidentifikasi dari pengertian kata (<&Y) ) al-Ifk yang berarti
keterbalikan (seperti gempa yang membalikkan negeri),
tetapi yang dimaksud di sini ialah sebuah kebohongan besar,
karena kebohongan adalah pemutarbalikan fakta. Sedangkan
munculnya hoax (sebuah kebohongan) disebabkan oleh

8 QS. Al-lsra ayat 53
8 A, Ridwan Halim, Hukum Pidana Islam Dalam Tanya Jawab,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 31-32.
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orang-orang pembangkang. Dalam hal ini, Alguran mengisti
lahkannya dengan‘usbah (‘x=c ). Kata ‘usbah diambil dari
kata ‘as’aba (== ) yang pada mulanya berarti mengikat
dengan keras. Dari asal kata ini lahir kata muta’ass’ib (
—laxie ) yakni fanatik. Kata ini dipahami dalam arti
kelompok yang terjalin kuat oleh satu ide, dalam hal ini
menebarkan isu negatif, untuk mencemarkan nama baik.®’

Adapun pelaku hoax sendiri biasanya memang sudah
diniatkan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini, Alquran
dalam surat An-Nur ayat 11 menyebutnya iktasaba (! ).
Iktasaba menunjukkan bahwa penyebaran isu itu dilakukan
dengan sungguh-sungguh. Ini bukan saja dipahami dari kata
kasaba yang mengandung makna usaha, tetapi juga dari
tambahan huruf ta’ (<) dalam kata tersebut.®® Kata (S )
kibrahu terambil dari kata (U< ) kibr atau kubr yang
digunakan dalam arti yang terbanyak dan tersebar. Yang
dimaksud disini adalah yang paling banyak dalam
menyebarkan berita hoax.%®

Penyebaran hoax digolongkan sebagai perbuatan yang
merugikan orang lain. Allah SWT berfirman bahwa orang
yang berani berbohong dan menyebarkan kebohongan akan
mendapatkan siksaan. Allah SWT berfirman dalam Al-
Qur’an Surah An-Nur ayat 11:

U 54t g8 B0 5 5 e B0 8 4520 ¥ B et oYl 50 0 By
w (5. 5 T aae S ‘!',:. PN PP
st Sile Od 34 S 35 sl B 6 B

57 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan. Kesan dan
Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 296.

% M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan. Kesan dan
Keserasian Al-Qur’an, 297.

8 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan. Kesan dan
Keserasian Al-Qur’an, 298.
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membawa
berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga).
Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu
bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka
akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya.
Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil
bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia
mendapat azab yang besar (pula). "

Munculnya QS. An-Nur ayat 11 tak lain karena
adanya tuduhan zina yang ditujukan kepada Aisyah ketika ia
akan pulang menuju Madinah bersama pasukan Muslimin.
Kemudian di sebuah perjalanan, ‘Aisyah merasa kehilangan
kalungnya. Namun, saat ‘Aisyah mencari kalung yang hilang
tersebut, pasukan Muslim malah meninggalkannya dan
mengira ‘Aisyah sudah bersama mereka. Pada saat itulah
‘Aisyah merasa tertinggal. la kemudian kebingungan.
‘Aisyah pun tertidur akibat rasa kantuknya. Setelah beberapa
lama, kemudian seorang sahabat bernama Shafwan bin al-
Mu’aththal Al-Sulami Al-Dhakwani melihatnya. la melihat
istri Nabi SAW tersebut. Shafwan mengucap lafal “innaa
lillahi wa innaa ilaihi raaji’'un” dan kemudian mengantarkan
Aisyah hingga sampai kepada rombongan kaum Muslimin.
Namun, setelah terjadinya peristiwa ini, beberapa dari umat
Islam malah ramai-ramai membicarakan dan menyebarkan
berita bohong tentang ‘Asiyah. Hingga selama sebulan
‘Aisyah merasakan ada yang beda dari Rasulullah SAW.
dalam menyikapinya. ‘Aisyah terus mengeluh dan mengadu
kepada Allah tentang apa yang telah terjadi, hingga turunlah
QS. An-Nur Ayat 11 yang menjawab kegelisahannya.”

0°QS. An-Nur ayat 11
L Imadu al-Diin Abu al-Fida Isma’il Ibnu Katsir, Tafsir Al-
Qur’an al-A’zhim, (Damaskus: Maktabah aDar al-Fiha, 1994), 267.
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Sepuluh ayat setelah ini didalam Alquran diturunkan
untuk Aisyah Ummul Mukminun yang telah dituduh oleh
orang-orang munafik dengan berita bohong yang keji dan
Allah menurunkan ayat tersebut untuk membersihkan nama
baik Aisyah yang tidak melakukan perbuatan tersebut karena
berita tersebut adalah berita bohong yang dibuat oleh orang-
orang munafik. Dalam hal ini Alquran menyebutkan
kelompok, itu artinya yang menyebarkan berita bohong
tersebut bukan hanya satu orang melainkan beberapa orang
atau lebih dari seorang. Namun dalam hal ini yang paling
terdepan dalam menyebarkan berita bohong tersebut adalah
Abdullah bin Ubai bin Salul yaitu pemimpin dari golongan
munafik. Dialah orang yang selalu mengumpulkan orang-
orang untuk menyebarkan berita bohong tersebut hingga
berita bohong itu masuk kedalam pikiran umat Islam dan
merekapun membicarakannya hingga sebagian dari mereka
melebih-lebihkan berita tersebut. Dan pembicaraan tersebut
terus berjalan hingga hampir satu bulan lamanya sampai
Allah  menurunkan ayat Alquran tersebut  untuk
membebaskan Aisyah dari tuduhan atas berita yang sama
sekali tidak benar adanya. Imam Ahmad meriwayatkan dari
az-Zuhri, bahwa ia berkata: telah menceritakan kepadaku
Sa’id bin al-Musayyab,’Urwah bin az-Zubair, ‘Alqamah bin
Wagqqash dan ‘Ubaidullah bin ‘Abdillah bin ‘Utbah bin
Mas’ud dari hadits ‘Aisyah, isteri Rasulullah saw. berkata:
“apabila Rasulullah hendak pergi bersafar, maka beliau akan
mengundi diantara isteri-isteri beliau. Nama diantara mereka
yang keluar undian anak panahnya maka dialah orangnya
yang akan dibawa serta oleh beliau.”

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya hoax merupakan
suatu hal yang berbahaya. Sehingga begitu banyak dalam
Alguran ayat yang memerintahkan manusia untuk berkata
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yang baik dan benar serta menjauhi perbuatan menggunjing
atau ghibah. Sebab perbuatan tersebut dapat merusak
ketentraman dalam kehidupan kaum muslimin. Oleh sebab
itu prinsip-prinsip dalam etika berkomunikasi harus
diterapkan. Sebab jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan
dengan benar maka hoax akan dengan mudah diredam di
tengah-tengah masyarakat. Terlebih hoax disebarkan dengan
begitu cepat, mudah, dan tak terbatas dari kalangan siapa
saja melalui pengguna sosial media. Beberapa cara untuk
menghadapi persoalan tersebut adalah:
1. Tabayyun (konfirmasi)
Allah selalu mengajarkan untuk selalu konfirmasi. Seperti
firman Allah pada Q.S Al-hujurat ayat 6. Yang dimaksud
dengan tabayyun adalah memeriksa dengan teliti, berhati-
hati dan tidak tergesa-gesa, melihat dengan keilmuan
yang dalam terhadap sebuah peristiwa dan kabar yang
datang. Sampai menjadi jelas dan terang baginya.
2. Zhan (prasangka)
Kadang isi informasi yang diterima mengandung
prasangka jika kabar itu benar maka itu ghibah
(membicarakan orang lain /menggunjing), jika kabar itu
salah maka itu fitnah. Tak ada pilihan maka dari itu
jangan ikut menyebar luaskan. Karena segala sesuatu
yang hanya berlandaskan dan masih sekedar prasangka
atau dugaan belum dapat dipastikan kebenaran dari berita
tersebut. Setiap orang yang menerima informasi pasti
akan berprasangka. Dan ketika dirinya sendiri masih
menduga dan bertanya-tanya apakah berita itu benar atau
tidak. Maka berita tersebut belumlah layak dikatakan
benar. Sesuai firman Allah tentang prasangka atau dugaan
yaitu QS. An-Najm ayat 28.
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3. Bicara yang baik atau diam

Takwa itu seperti orang yang berjalan diantara duri-duri,
jadi selalu hati-hati agar tidak menginjak duri itu.
Demikianlah sikap orang yang bertakwa terhadap
informasi, tidak asal percaya dan bepikir seribu kali
sebelum menyebarkan. Jika kita mudah menerima dan
mengirim semua informasi yang kita lihat dan dengar,
maka menurut Rasulullah kita ini termasuk pendusta
cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta kalau
ia menceritakan semua yang ia dengar dan lihat.”

Perbuatan menyebarkan hoax merupakan perbuatan
yang sangat berbahaya yang mampu menimbulkan
kegaduhan, kekacauan dan kerugian bagi banyak pihak.
Dapat dilihat dari begitu banyaknya firman Allah dalam
Alguran yang melarang perbuatan menyebarkan hoax.
Begitupula dalam Hadist, Rasulullah pun juga melarang
perbuatan menyebarkan hoax.

Perbuatan menyebarkan hoax juga termasuk dalam
jarimah ta’zir, dimana jarimah ta’zir didalamnya tidak ada
ketentuan tentang macam dan hukumannya karena jarimah
ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta
kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah
dan berkembang. Sebab sesuatu bisa dianggap maslahat pada
suatu masa, hamun bisa jadi tidak demikian pada waktu yang
lain. Demikian pula sesuatu dapat dianggap maslahat di
suatu tempat namun tidak pada tempat lain. Perbuatan itu
dianggap sebagai jarimah karena bertentangan dengan
kemaslahatan umum. Oleh karena itu jarimah ta’zir sering

2 Anys Samara Umairoh, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku
Penyebar Berita Bohong atau Hoax di Media Sosial Perbandingan
Hukum Positif dan Hukum Islam”, (Skripsi: FS IAIN Surakarta, 2019),
42-44.
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disebut sebagai jarimah kemaslahatan umum. Mengenai
hukuman (sanksi), syara’ hanya menyebutkan bentuk-bentuk
hukuman dari yang berat hingga yang ringan. Tanpa
mengharuskan hukuman tertentu jarimah untuk jarimah
tertentu pula. Dalam menangani kasus ini hakim diberikan
keleluasaan. la bebas untuk berijtihad dalam menentukan
vonis kepada pelaku jarimah, sesuai dengan jenis jarimah
dan keadaan pelakunya. Meskipun penguasa/hakim diberi
kekuasaan dalam menentukan hukuman dan menangani
jarimah ta’zir, namun bukan berarti hakim dapat berbuat
sewenang- wenang. Hakim harus berpegang teguh pada
nilai-nilai  keadilan, persamaan hak dan kewajiban,
kesederajatan atau persamaan manusia, serta kesamaan hak
memperoleh pembelaan.

Adapun yang menjadi persyaratan dapat dikenakannya
sanksi fa’zir penyebaran berita hoax yang menyebabkan
kerugian masyarakat yakni hukuman tersebut belum
ditentukan secara jelas dan khusus dimana belum ada dalil
ataupun sanksi yang diatur baik itu dalam Al-Qur’an dan
Hadits dalam hal ini hanya terdapat berupa larangan
menyebarkan berita bohong. Selain itu penentuan hukuman
ta’zir yang diberikan dan diserahkan kepada pemerintah
yang berwenang di daerah tersebut dalam hal di wilayah
hukum Indonesia maka pengenaan sanksi ta’zir yang berupa
hukuman penjara atau denda dapat dikenakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang peneliti bahas
dalam skripsi ini, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai
berikut:

1. Putusan hakim pada putusan nomor 1/Pid.Sus/2023/PT
BDG yang sudah dijatuhkan majelis hakim masih belum
Bahwasanya terdakwa hanya dijatuhi hukuman 8
(delapan) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsider 6 (enam)
bulan kurungan. Namun penjara selama 8 tahun tersebut
belum memberikan rasa keadilan bagi para korban karena
apa yang telah di perbuat oleh terdakwa merugikan
banyak orang, dan tidak hanya itu saja perbuatannya yang
mencuci aset dan harta demi kepentingan pribadinya serta
tidak mempertimbangkan secara mendalam terkait
tindakan pencucian uang hasil penipuan tersebut.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku
penyebaran berita bohong melalui youtube yang
menyebabkan  kerugian konsumen  diklasifikasikan
sebagai jarimah ta’zir yang berupa hukuman kurungan
atau denda. Adapun pengaturan pelaksanaan sanksi ta zir
tersebut diserahkan kepada penguasa atau ulil amri di
daerah tersebut dalam hal ini di Indonesia dikenakan
sanksi pidana penjara dan denda sesuai Undang-Undang
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alasannya
terdapat dua hal, yang pertama pelaku menyebarkan
berita yang tidak benar alias bohong yang menyebabkan
kerugian banyak orang yang melihatnya, yang kedua
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usaha untuk menyembunyikan harta atau hasil dari
kegiatan menipu yang menyebabkan kemudharatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Tinjauan Hukum
Pidana Islam Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong
Melalui Youtube Yang Menyebabkan Kerugian Konsumen (
Putusan Nomor : 1/Pid.sus/2023/PT.BDG) maka dengan itu
penulis memberikan saran yang merupakan sebagai berikut:

1. Penegak hukum yang khusus menangani permasalahan
kejahatan cyber perlu untuk selalu ditopang dengan
sumber daya manusia yang baik, agar penegakan hukum
terhadap penyebaran berita bohong kian gencar dilakukan
serta menangkap dan memidanakan pelakunya. Karena
hoax adalah ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan
bangsa, karna hoax dapat memicu terjadinya perpecahan
permusuhan serta dapat menimbulkan kerugian.

2. Diharapkan kepada masyarkat untuk selalu waspada dan
teliti dan tidak langsung menelan bulat bulat terhadap
suatu informasi atau berita yang didengar, dilihat maupun
yang di baca, agar terhindar dari berita bohong atau hoax
yang dapat menyesatkan dan merugikan.
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